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REKTOR IAIN SUNAN AMPEL 
 
 
Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 
tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan 
menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan 
kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen. 
Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang 
berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Government of 
Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB) telah 
menyelenggarakan Training on Textbooks Development dan Workshop 
on Textbooks bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop 
tersebut telah menghasilkan 25 buku perkuliahan yang 
menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing-masing 
jurusan/prodi di 5 fakultas.  
Buku perkuliahan yang berjudul Filsafat Hukum Bisnis Islam 
ini merupakan kelanjutan dari buku-buku ajar tersebut yang disusun 
oleh Ahmad Fathan Aniq, MA., pengampu mata kuliah Filsafat 
Hukum Bisnis Islam program S-1 Jurusan Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan 
pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya 
buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, 
kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan 
kualitas lulusan UIN Sunan Ampel. 

































 Kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development 
Bank (IDB) yang telah memberi support atas terbitnya buku ini, tim 
fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam 
mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. 
Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan 
pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.  
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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat 
karunia-Nya, buku perkuliahan Filsafat Hukum Bisnis Islam 
ini bisa hadir sebagai salah satu supporting system 
penyelenggaraan program S-1 Jurusan Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Buku perkuliahan Filsafat Hukum Bisnis Islam memiliki 
fungsi sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata 
kuliah Filsafat Hukum Bisnis Islam. Secara rinci buku ini 
memuat beberapa paket penting yang meliputi; 1) Pengertian, 
obyek, kegunaan, sejarah perkembangan dan hubungan Filsafat Hukum Bisnis 
Islam dengan ilmu-ilmu Hukum Islam yang lain; 2) Allah SWT sebagai al-
Hakim (pembuat hukum); 3) Nabi Muhammad SAW sebagai al-Hakim 
(pembuat/pembawa hukum); 4) Manusia sebagai mahkum ’alaih (pelaksana 
hukum); 5) Sumber dan metode Hukum Islam; 6) Tujuan hukum 
Islam/Maqashid al-Syari’ah; 7) Prinsip-prinsip dan karakteristik Hukum Islam; 
8) Kaidah-kaidah Hukum Islam (Qawa’id Fiqhiyah); 9) Ijtihad dalam 
Hukum Islam; 10) Hukum dan moral dalam Islam; 11) Asas-Asas Hukum 
Islam dalam bidang Muamalat; dan 12) Tinjauan Filosofis terhadap 
Beberapa Hukum Bisnis Islam. 
 Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic 
Development Bank (IDB) yang telah memberi support 
penyusunan buku ini, kepada, Dr. H. Sahid HM., M.Ag. (Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), Dr. 
Hj. Suqiah Musyafaah, M.Ag (Ketua Jurusan Ekonomi Islam 

































Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), 
dan kepada semua pihak yang telah turut membantu dan 
berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam ini. Kritik dan saran dari para pengguna 
dan pembaca kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.  
 
Terima Kasih.    
Wonocolo, 
Ahmad Fathan Aniq 



































Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku 
Perkuliahan “Filsafat Hukum Bisnis Islam” adalah sebagai berikut. 
 











































































Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan 
tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا ي,   dan و   ). Bunyi hidup dobel (diftong) 
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “au” seperti 
layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi 
sebagai sifat (modifier) atau mud}a>f ilayh ditranliterasikan dengan “ah”, sedang 
yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
1. Identitas  
 
Nama Mata kuliah : Filsafat Hukum Bisnis Islam 
Jurusan/Program Studi : Muamalah 
Bobot : 2 sks 
Waktu : 2 x 50 menit/ Pertemuan 
 Kelompok Matakuliah : Mata Kuliah Kompetensi Utama  
(MKKU) 
 
2. Deskripsi  
Mata Kuliah Filsafat Hukum Bisnis Islam adalah salah satu  
dari kelompok Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) di 
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Mata kuliah ini di samping membahas falsafah asy-Syarî’ah juga 
membahas falsafah al-Tasyrî. Mata kuliah ini memiliki arti 
penting dalam kajian hukum Islam terutama ketika melakukan 
proses ijtihad dan ketika memahami hikmah yang termuat dalam 
setiap hukum syara’, sehingga dengan mengkaji materi ini 
diharapkan mahasiswa memiliki wawasan yang luas tentang 
masalah-masalah esensial dan substansial dalam kajian ushul al-
fiqh. Kemudian menguasai nilai-nilai filosofis yang dapat 
diterapkan dalam proses ijtihad dan mampu menjelaskan tujuan-
tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum syara’. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan 
empiris. Dalam pendekatan teoritis akan ditekankan pada 
pemahaman terhadap teori-teori akad hukum ekonomi dan bisnis 
Islam. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada 
pengamatan dan analisis  terhadap akad yang diterapkan dalam 
praktik-praktik kegiatan perekonomian dan bisnis di sekitar 
mahasiswa dan mahasiswi. 
 



































3. Tujuan  
a. Agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip-
prinsip, azas-azas, dan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi dan 
Bisnis Islam. 
b. Agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan landasan 
filosofis metodologis paradigma di dalam Hukum Islam serta 
struktur Hukum Islam secara utuh dalam bidang Hukum 
Ekonomi dan Bisnis Islam. 
 



























ilmu Hukum Islam 
yang lain. 





















































yang lain  








































4. Argumen Moral 
5. Argumen 
Epistemologis 

































2. Fungsi dan 
hikmah diutusnya 
Rasulullah Saw 

































































apa saja fitrah 
manusia 



































3) Menjelaskan metode 
1. Sumber Hukum 
Islam Naqliyah 


































































































Mahasiswa dapat:  
 Menyebutkan lima 
kaidah hukum Islam 
1. Pengertian 
Qawa’>id Fiqhiyah 
2. Al-Umu>ru bi 











































maksud dan contoh 
penerapan lima 



















Mahasiswa dapat:  
1) Menjelaskan 
pengertian ijtiha>d. 





dalam hukum Islam. 
1. Pengertian ijtiha>d 
2. Peran ijtiha>d 
dalam hukum 
Islam. 













Mahasiswa dapat:  
1) Menjelaskan 
hubungan hukum 
















11 Mahasiswa Mahasiswa dapat:  1. asas taba>dul al-







































1) Menjelaskan makna 
asas taba>dul al-
mana>fi’ 
2) Menjelaskan makna 
asas al-‘ada>lah 
3) Menjelaskan makna 
asas ‘an tara>d}in 
4) Menjelaskan makna 
asas ’adam al-ghara>r 
5) Menjelaskan makna 
asas al-birr wa at-
taqwa> 




2. asas al-‘ada>lah 
3. asas ‘an tara>d}in 
4. asas ’adam al-
ghara>r 
5. asas al-birr wa at-
taqwa> 

































1. Tinjauan filosofis 
terhadap hukum 
akad. 
2. Tinjauan filosofis 
terhadap hukum 
jual beli. 




4. Tinjauan filosofis 
terhadap hukum 
mud}a>rabah 
5. Tinjauan filosofis 

























































6. Tinjauan filosofis 
terhadap hukum 
riba> 







































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
Paket 1 
PENGERTIAN, OBYEK, KEGUNAAN, SEJARAH 
PERKEMBANGAN DAN HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM 





Perkuliahan pada paket pertama ini difokuskan pada 
Pengertian, obyek, kegunaan dan hubungan Filsafat Hukum 
Ekonomi Islam dengan ilmu-ilmu Hukum Islam yang lain. Kajian 
dalam paket ini meliputi; 1) Pengeritian Filsafat Hukum Ekonomi 
Islam; 2) Obyek kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam; 3) Kegunaan 
mempelajari Filsafat Hukum Ekonomi Islam; 4) hubungan Filsafat 
Hukum Ekonomi Islam dengan ilmu-ilmu Hukum Islam yang lain. 
Paket ini sebagai pengantar dari paket-paket sesudahnya, sehingga 
paket  ini merupakan paket yang paling dasar. Saat pemaparan 
tentang materi ini, dosen menunjukkan peta konsep (mind map) 
tentang posisi dan hubungan materi Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
dengan ilmu-ilmu hukum Islam yang lain.  
Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan 
laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan untuk 
pemaparan dalam bentuk power point tentang; beberapa definisi 
tentang Filsafat Hukum Ekonomi Islam, tujuan, sumber-sumber atau 
dasar, ruang lingkup, dan skema Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
hubungannya dengan ilmu-ilmu hukum Islam yang lain. Kertas 
plano, spidol, dan isolasi sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil 
perkuliahan dengan membuat peta konsep dan struktur sistematika 
hukum ekonomi dan bisnis Islam 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 


































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
Mampu memahami pengertian, obyek, kegunaan, 
perkembangan dan hubungan Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
dengan ilmu-ilmu Hukum Islam yang lain. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   
a. menjelaskan pengertian, obyek, kegunaan dan hubungan Filsafat 
Hukum Ekonomi Islam dengan ilmu-ilmu Hukum Islam yang 
lain. 
b. menjelaskan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Filsafat 






1. Pengertian Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
2. Obyek kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
3. Kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
4. Hubungan Filsafat Hukum Ekonomi Islam dengan ilmu-ilmu 
Hukum Islam yang lain  
5. Pertumbuhan dan perkembangan Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming tentang Filsafat Hukum Ekonomi Islam  
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 1 ini 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Pengertian Filsafat Hukum Ekonomi Islam 


































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
Kelompok 3: Kegunaan mengkaji Filsafat Hukum Ekonomi 
Islam  
Kelompok 4: Hubungan Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
dengan ilmu-ilmu hukum Islam yang lain 
Kelompok 5: Sejarah Pertumbuhan Filsafat Hukum Ekonomi 
Islam 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 
memberikan klarifikasi 
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Menyusun sistematika Filsafat Hukum Ekonomi Islam 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) Filsafat Hukum Ekonomi 
Islam 
Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  



































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
 
 
                                         
Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 
pemahaman tentang Hukum ekonomi dan bisnis Islam melalui 
kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  
dalam bentuk mind mapping.  
Bahan dan Alat 
LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan isolasi. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 



































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
Uraian Materi 
 
PENGERTIAN, OBYEK, KEGUNAAN, PERTUMBUHAN DAN 
HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM BISNIS ISLAM DENGAN 
ILMU-ILMU HUKUM ISLAM YANG LAIN 
 
 
Pengertian Filsafat Hukum Islam 
1. Filsafat dan Hikmah 
 Kata Filsafat berasal dari bahasa Yunani Philosophia yang 
terdiri dari dua kata philos dan shopia. Philos berarti Cinta, dan 
Sophia berarti kebijaksanaan. Sehingga apabila digabung, filsafat 
berarti cinta kebijaksanaan. Orangnya disebut filosof, dalam bahasa 
Arab disebut failasuf. Kata philosophia ini diserap ke dalam bahasa 
arab menjadi falsafah yang berarti hubbu al-hikmah (cinta 
kebijaksanaan). 
 Dalam bahasa Arab, filsafat memiliki padanan kata yaitu 
hikmah. Secara bahasa, hikmah dalam bahasa Arab berarti besi 
kekang, yaitu besi pengendali binatang. Kata hikmah dalam 
pengertian kendali ini pun dapat juga diartikan sebagai kendali dan 
pengekang manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, 
berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela, melainkan 
mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berprilaku 
yang benar dan terpuji.  
 Mustafa Abd al-Raziq, hikmah seperti yang disebut dalam al-
Qur’an menjadikan orang yang memiliki hikmah sebagai orang yang 
mulia dan berwibawa.1 Hikmah difahami pula sebagai paham yang 
mendalam tentang agama. Hikmah dalam berdakwah sebagaimana 




































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
yang dikehendaki Allah dalam Surat an-Nahl:125 berarti keterangan 
(burhan) yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan. 
 Muhammad Rasyid Ridha, hikmah adalah pengetahuan 
tentang hakikat sesuatu dan mengenal hakikat apa yang terdapat 
dalam sesuatu tersebut, mengenai faidah dan manfaatnya. 
Pengetahuan tentang hakikat tersebut menjadi pendorong atau motif 
untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. 
 Adapun filsafat menurut Harun Nasution adalah berfikir 
menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi 
dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai 
ke dasar-dasar persoalan. Sehingga intisari filsafat ialah berfikir 
secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana, 
mengapa, dan nilai-nilai dari seseuatu itu. Sedangkan intisari hikmah 
memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri 
manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk 
beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. 
 
Pemakaian Kata Filsafat dalam Kajian Hukum Islam 
 Menurut Fuad Ahwani dan Mustafa Abdul Raziq, filosof 
muslim menyamakan penggunaan kata hikmah dengan kata filsafat, 
sehingga kata hakim padanan katanya adalah filosof. Adapun para 
fuqaha menggunakan kata hikmah untuk makna asra>r al-ah}ka>m 
(rahasia-rahasia hukum).  
 
Pengertian Filsafat Hukum Islam 
 Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah 


































Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
dan radikal tentang hukum Islam.2 Filsafat hukum Islam adalah 
pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik 
yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau 
filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan 
memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan 
tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk 
kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum 
Islam akan benar-benar kompatibel dengan perubahan zaman di 
semesta alam (salihun likulli zaman wa makan). 
 
Obyek Filsafat Hukum Islam 
 Adapun obyek Filsafat Hukum Islam terbagi menjadi obyek 
teoritis (falsafat at-tasyri>‘) dan obyek praktis (Falsafah Al-Syari>‘ah Atau 
Asra>r Al-Syari>‘ah). Obyek Teoritis (falsafat at-tasyri>‘) membahas 
tentang: Prinsip-prinsip Hukum Islam, Sumber hukum Islam, Tujuan 
hukum Islam, Asas-asas hukum Islam, Kaidah-kaidah hukum Islam, 
dan Metode Penetapan Hukum Islam. 
 Adapun obyek praktis (Falsafat Asy-Syari>‘ah Atau Asra>r Al-
Syari>‘ah) meliputi pertanyaan-pertanyaan: Mengapa manusia 
melakukan mu’amalah? Mengapa manusia harus diatur oleh hukum 
Islam? Mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? 
Apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan 
puasa, haji dan ibadah yang lainnya?  
 Hasbi Ash-Shiddiqie mengatakan bahwa falsafat syari’ah itu 
meliputi: (1) Asra>r al-ah}ka>m (rahasia-rahasia hukum Islam), (2) 
Khasa>’is al-ah}ka>m (ciri-ciri khas hukum Islam), (3) Mah}a>sin al-ah}ka>m 
2 Istilah hukum Islam sendiri terbagi menjadi dua pengertian, yakni syariah dan fiqh. 
Syariah terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sedangkan fiqh 
adalah pemahaman dan hasil pemahaman terhadap syariah. Lihat Ibnu Rochman, 
Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), 74 
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Pengertian, Obyek, Kegunaan, Sejerah Perkembangan dan Hubungan Filsafat 
Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
atau Maza>ya> al-ah}ka>m (keutamaan-keutamaan hukum Islam), (4) 
T}awa>bi’ al-Ah}ka>m (karakteristik hukum Islam).  
 
Kegunaan Filsafat Hukum Islam 
 Adapun kegunaan Filsafat Hukum Islam di antaranya yaitu: 
1. Menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak 
kering bagi perundang-undangan dunia.  
2. Memberikan landasan bagi politik hukum. Yaitu penerapan 
hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling 
mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari 
kerusakan. 
3. Menjadi kerangka metodologi dalam memahami makna 
tekstual dan kontekstual dari teks suci . 
4. Menjadi landasan untuk memahami argumen hukum dalam 
menghadapi perubahan situasi dan kondisi. 
 
Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam 
 Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. 
Terhadap segala permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua 
sumber tersebut, kaum muslimin diperbolehkan berijtihad dengan 
mempergunakan akalnya guna menemukan ketentuan hukum. Dalil 
yang menjadi landasan berijtihad adalah hadis Nabi Muhammad 
Saw. ketika mengutus Mu’adz ibn Jabal yang artinya sebagai berikut: 
 “Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, shahabat 
Mu’adz Ibn Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika bermaksud 
untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya, “apabila 
dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu 
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Hukum Bisnis Islam dengan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang Lain 
memutuskannya berdasarkan al-Quran.” Nabi menjawab lagi, 
“jika kasus tidak anda temukan dalam al-Quran” Muadz 
menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah 
Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “jika kasus tidak 
terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul?” Mu’adz 
menjawab , “aku akan berijtihad dengan sungguh-sungguh.” 
Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dengan 
tangannya, seraya berkata: “segala puji bagi Allah yang telah 
memberikan petunjuk kepada utusan Rasulllah kepada jalan 
yang diridhai-Nya.” (HR.Abu Dawud). 
 Jadi, berijtihad dengan mempergunakan akal dalam 
permasalahan hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan 
pemikiran falsafi, itu direstui oleh Rasulullah. Bahkan lebih tegas lagi 
Allah menyebutkan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau 
berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan. 
Allah berfirman: 
 ْﻢَُﻜﻟَو ِﻲﻓ  ِصﺎَﺼِﻘْﻟا  ٌةَﺎﯿَﺣ َﺎﯾ ﻲِﻟُوأ  ِبَﺎﺒَْﻟﻷا  ْﻢُﻜﱠَﻠَﻌﻟ نُﻮﻘﱠَﺘﺗ 
Artinya: “Dan dalam qishsah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (QS. 
Al- Baqarah: 179) 
 Ayat di atas menunjukan bahwa mempergunakan akal 
pikiran untuk menangkap makna yang terkandung dalam syari’ah 
sesuai dengan petunjuk al-Quran termasuk yang dianjurkan. 
Pemikiran yang mendalam tentang syari’ah atau hukum Islam 
melahirkan filsafat hukum Islam. 
 Izin Rasulullah kepada Mu’adz untuk berijtihad di atas 
merupakan awal lahirnya filsafat hukum Islam. Pada masa 
Rasulullah segala persoalan diselesaikan dengan wahyu. Pemikiran 
falsafi atau ijtihad yang salah segera dibetulkan dengan datangnya 
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usai, maka akal dengan pemikiran falsafinya berperan, baik perkara 
yang ada nashnya maupun tidak ada nashnya. 
 Permasalahan yang timbul setelah Rasulullah wafat ialah 
mengenai siapa yang memegang tapuk kepemimpinan bagi umat 
Islam. Terhadap permasalahan yang tidak ada nashnya itu 
memerlukan pemikiran mendalam tentang kriteria apa yang diambil 
untuk menentukan pengganti Nabi Muhammad Saw. Apakah 
kriterianya berupa jasa, yaitu jasa kaum Anshor yang menerima Nabi 
Muhammad Saw. beserta rombongannya dan menyelamatkan agama 
dari tekanan kaum kafir di Mekkah, ataukah pengorbanan, yaitu 
pengorbanan kaum Muhajirin yang telah mengikuti Nabi 
Muhammad Saw. berhijrah dengan meninggalkan keluarga dan harta 
kekeyaan demi menyelamatkan agama Islam. 
 Pemikiran yang mendalam tentang kreteria pemimpin 
tersebut merupakan pemikiran falsafi. Sedangkan pemikiran falsafi 
terhadap hukum Islam yang ada nashnya bermula pada 
khulafaurrasyidin, terutama Umar Ibn Khattab. Penghapusan hukum 
potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf dan lain-lain yang 
dilakukan Umar Ra. berdasarkan kesesuaian zaman dan demi 
menegakan keadilan yang menjadi asas hukum Islam, merupakan 
contoh penerapan hukum berdasarkan akal manusia. 
 Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 
kesejahtraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa 
mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan pelaksanaan 
hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, asas dan 
prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus 
disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, 
dan perubahan keperluan hidup. Singkatnya penerapan hukum 
harus dapat menegakan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi 
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Perkembangan Filsafat Hukum Islam 
 Kegiatan penelitian terhadap hukum (Maqa>sid al-Syari>‘ah) 
telah dilakukan oleh para ahli Ushul fiqh terdahulu. al-Juwaini, dapat 
dikatakan ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya 
memahami Maqa>sid al-Syari>‘ah dalam menetapkan hukum. Beliau 
secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu 
menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami bener 
tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-
Nya. Kemudian beliau mengelaborasi lebih lanjut Maqa>sid al-Syari>‘ah 
itu dalam kaitannya dengan pembahasan illat pada masalah qiyas. 
Menurut pendapat beliau, dalam kaitannya dengan illat, as}l dapat 
dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: kelompok Daruriyya>t, al-
Haja>t, al-Amana>t, Makrama>t, dan sesuatu yang tidak termasuk 
keempat kelompok sebelumnya. Pada dasarnya al-Juwaini 
mengelompokkan as}l atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, 
yaitu daruriyya>t, haja>t dan makrama>t. Yang terakhir, dalam istilah lain 
disebut tahsiniyya>t. 
 Kerangka berpikir Imam al-Juwaini di atas dikembangkan 
oleh murid beliau yaitu Imam al-Ghazali. Dalam kitab beliau Syifa al-
Gha>li, al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya 
dengan pembahasan al-Muna>saba>t al-Mas}lahiyya>t dalam qiyas, 
sementara dalam kitab beliau yang lain, beliau memebicarakannya 
dalam pembahasan istis}lah. Mas}laha>t, menurut beliau adalah 
memelihara maksud al-Sya>ri’, pembuat hukum. Kemudian beliau 
memerinci mas}laha>t itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, 
akal keturunan dan harta. Kelima aspek mas}laha>t ini menurut Imam 
al-Ghazali, berada pada tingkatan yang berbeda, bila ditinjau dari 
segi tujuannya, yaitu peringkat daruriyya>t, hajiyya>t dan tahsiniyya>t. 
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 Ahli fiqh yang berikutnya yang membahas secara khusus 
aspek utama Maqa>sid al-Syari>‘ah adalah ‘Izz ad-Din ibn Abd al-Salam 
dari kalangan mazhab Syafi’i. Dalam kitab beliau Qawa>id al-Ah}ka>m 
fi Mas}a>lih al-Ana>m, beliau lebih banyak mengelaborasi hakikat 
mas}lahat yang diejawantahkan dalam bentuk Dar’u al-Mafa>sid wa jalb 
al-Mana>fi’ (menghindari mafsadat dan menarik manfaat). Menurut 
beliau, mas}lahat dunyawiyyat tidak dapat dilepaskan dari tiga 
peringkat, yaitu: daruriyya>t, hajiyya>t, dan tatimma>t atau takmila>t. 
 Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa takli>f bermuara pada 
kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan 
demikian dapat dikatakan, bahwa ‘Izz ad-Din ibn Abd al-Salam telah 
mencoba mengembangkan inti maslahat yang menjadi pembahasan 
dalam Maqa>sid al-Syari>‘ah. Dalam pandangan Imam asy-Sya>tibi> 
dijelaskan tentang pembahasan maslahat yang menjadi bagian sangat 
penting karena tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah 
untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu takli>f dalam bidang 
hukum harus bermuara pada tujuan-tujuan hukum tersebut. 
Sebagaimana Imam al-Ghazali, beliau juga membagi peringkat 
maslahat menjadi tiga peringkat, yaitu daruriyya>t, hajiyya>t dan 
tahsiniyya>t. Yang dimaksud dengan maslahat adalah memelihara lima 
aspek utama, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. 
 
Perbandingan Filsafat Hukum dengan Filsafat Hukum Islam 
Filsafat Hukum 
 Utrech, seorang pakar hukum berkebangsaan Belanda, 
mengatakan bahwa filsafat hukum menyangkut; persoalan-persoalan 
adanya hukum, tujuan berlakunya hukum dan persoalan keadilan. 
Oleh karena itu menurutnya, filsafat hukum berusaha memberi 
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sebabnya kita mentaati hukum? apakah keadilan yang menjadi 
ukuran untuk menilai baik buruknya hukum itu? 
 Filsafat hukum berbeda dengan ilmu hukum. Jika ahli hukum 
menyatakan bahwa kita dapat membedakan pelaku tindak kejahatan 
yang harus dituntut pertanggungjawabannya atas tindakannya dan 
yang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, maka filosof 
hukum mempertanyakan; mengapa kita membuat perbedaan 
tersebut, apakah hal itu disimpulkan secara konsisten dari berbagai 
kasus yang berbeda-beda atau hanyalah justifikasi belaka.3  
 Filsafat Hukum Islam secara teoritis tidaklah berbeda dengan 




Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting 
sebagai berikut: 
1. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, 
rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut 
materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang 
digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan 
memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud 
dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk 
kesejahteraan umat manusia seluruhnya.  
2. Obyek kajian Filsafat Hukum Islam terbagi menjadi obyek 
teoritis (falsafat at-tasyri>‘) dan obyek praktis (Falsafah Al-
Syari>‘ah Atau Asra>r Al-Syari>‘ah). 
3. Berijtihad dengan mempergunakan akal dalam permasalahan 
hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan pemikiran 
falsafi, direstui oleh Rasulullah. Bahkan lebih tegas lagi Allah 
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1982), 24 
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berfirman bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau 
berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai 
persoalan. 
4. Kegiatan penelitian terhadap hukum (Maqa>sid al-Syari>‘ah) 
telah dilakukan oleh para ahli Ushul fiqh terdahulu, di 
antaranya: Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, ‘Izz ad-Din ibn 
Abd al-Salam, dan Imam asy-Sya>tibi>. 
5. Filsafat hukum berbeda dengan ilmu hukum. Filsafat hukum 
menyangkut; persoalan-persoalan adanya hukum, tujuan 
berlakunya hukum dan persoalan keadilan.  
 
Latihan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian Filsafat Hukum Ekonomi Islam! 
2. Sebutkan obyek kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam! 
3. Jelaskan kegunaan mengkaji Filsafat Hukum Ekonomi Islam!  
4. Jelaskan hubungan Filsafat Hukum Ekonomi Islam dengan 
ilmu-ilmu hukum Islam yang lain! 










































ARGUMEN KEMESTIAN ADANYA ALLAH SWT SEBAGAI  




Paket ini akan membahas tentang Allah SWT sebagai al-Hakim 
(pembuat hukum). Materi ini penting karena hal pertama yang harus 
dipahami mahasiswa adalah siapakah yang menciptakan hukum 
dalam Islam. Pendekatan yang dipakai dalam membahas materi ini 
adalah dengan pendekatan falsafi atau metafisika ketuhanan. Hal 
inilah yang membedakan materi pada paket ini dengan materi yang 
sama pada kajian ushul fiqh.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen memunculkan 
pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai alasan mereka melaksanakan 
hukum-hukum Islam. Pertanyaan akan berlajut kepada siapa yang 
menciptakan hukum dan mengapa kita harus menaatiNya. Hal ini 
untuk memancing mahasiswa agar fokus kepada tema paket 2 yang 
akan dipelajari. 
Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan 
mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan 
memahami bahwa Allah SWT sebagai al-Hakim (pembuat hukum) 
yang tertuang dalam paket 2 ini, mahasiswa diharapkan memiliki 
argumentasi yang kuat mengenai alasan mereka melaksanakan dan 
menerapkan hukum Islam. Melalui pendekatan filosofis ini juga, 
mahasiswa diharapkan memiliki argumentasi yang kuat mengenai 
kemestian adanya Allah Swt yang menciptakan hukum. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 


































Allah SWT Sebagai al-Hakim  
(Pembuat Hukum) 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa memahami argumentasi kemestian adanya Allah 
yang membuat hukum (al-Hakim) untuk kemudian dengan sadar 
melaksanakan dan mentaati hukum-hukumNya. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan argumentasi kemestian adanya Tuhan menurut 
filosof Yunani 
2. Menjelaskan argumentasi kemestian adanya Tuhan menurut 
filosof Muslim 





1. Argumen Ontologis 
2. Argumen Kosmologis 
3. Argumen Teleologis 
4. Argumen Moral 
5. Argumen Epistemologis 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kritis seputar argumentasi mahasiswa mengenai kemestian 
adanya Allah Swt.  
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 2 ini 


































Allah SWT Sebagai al-Hakim  
(Pembuat Hukum) 
 
4. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Argumen ontologis 
Kelompok 2 : Argumen Kosmolgis 
Kelompok 3 : Argumen Teleologis 
Kelompok 4  : Argumen Moral 
Kelompok5 : Argumen Epistemologis 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 
memberikan klarifikasi 
5. Memetakan konsep Allah Swt sebagai pembuat hukum (al-
Hakim) 
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengetahui argumentasi kemestian adanya Tuhan dan 
statusNya sebagai pembuat hukum (al-Hakim)  
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.. 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 






































Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang argumentasi 
kemestian adanya Allah sebagai pembuat hukum (al-Hakim).  
 
      
Gambar 2.1:  Peta Konsep (Mind Map) argumentasi kemestian 






Mahasiswa memiliki argumentasi yang kuat secara falsafi 
tentang kemestian adanya Tuhan serta memahami posisi Tuhan 
sebagai pembuat hukum (al-Hakim) yang dituangkan dalam bentuk 
mind mapping  
 
Bahan dan Alat 






































1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 








































ALLAH SWT SEBAGAI PEMBUAT HUKUM (AL-HAKIM)  
 
Dari sisi bahasa, kata al-Hakim memiliki dua makna. Yang 
pertama yaitu pembuat hukum, yang menetapkan dan memunculkan 
sumber hukum. Makna yang kedua yaitu yang menemukan, 
menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan. 
Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa (pembuat hukum) 
dalam pengertian syariah adalah Allah SWT. Allahlah yang 
menciptakan manusia dan Dia pula yang menetapkan aturan-aturan 
bagi kehidupan manusia, baik hubungannya dengan kepentingan 
kehidupan dunia maupun untuk kepentingan hidup akhirat. Dalam 
ushul al-fiqh, al-Hakim merupakan persoalan yang penting sebab 
berkaitan dengan pembuat hukum dalam syariat Islam, atau 
pembuat hukum syara’ yang mendatangkan pahala bagi pelakunya 
dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ushul fiqih, hakim juga disebut 
dengan sya>ri’. 
Tidak ada perbedaan pendapat tentang kedudukan Allah 
sebagai satu-satunya pembuat hukum dalam pandangan Islam. 
Adapun yang menjadi perbedaan seputar pembuatan hukum adalah: 
1. Pendapat mayoritas ulama Ahlussunah mengatakan bahwa satu-
satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia 
adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan 
Allah kepadanya, sebagai lanjutan dari pendapat ini adalah 
bahwa  bila tidak ada hukum Allah, dan manusia pun tidak akan 
mengetahuinya. Menurut paham ini seorang manusia dapat 
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atau berdosa bila telah datang seorang Rasul membawa  wahyu 
Allah dan belum ada hal-hal demikian sebelum datang Rasul. 
2. Kalangan ulama kalam Mu’tazilah yang berpendapat bahwa 
memang Rasulullah adalah manusia satu-satunya yang berhak 
mengenalkan hukum Allah kepada manusia. Meskipun Rasul 
belum datang  mengenalkan hukum Allah itu kepada manusia, 
tetapi melalui akal yang diberikan Allah kepada manusia, 
manusia mempunyai kemampuan mengenal hukum Allah itu. 
Atas dasar pendapat ini, maka sebelum datangnya Rasul 
pembawa hukum Allah itu, manusia telah dianggap patuh atau 
ingkar kepada Allah dan telah dianggap berhak mendapat 
balasan. 
Kedua pendapat ini sepakat dalam menetapkan Rasul sebagai 
pembawa hukum Allah dan Rasul sebagai orang yang berhak 
mengenalkan hukum Allah kepada manusia. Dengan datangnya 
Rasul sebagai pembawa hukum, maka berlakulah takli>f. 
Perbedaan pendapat di kalangan dua kelompok ini terletak pada 
adanya takli>f sebelum datangnya rasul. Kelompok Ahlussunnah 
menetapkan tidak ada takli>f sebelum adanya Rasul, karena jika 
hanya semata-mata dengan akal, manusia tidak mungkin mengenal 
hukum Allah. Sedangkan ulama Mu’tazilah berpendapat adanya 
takli>f sebelum datangnya Rasul, karena akal manusia dapat menilai 
baik dan buruknya suatu perbuatan manusia atas penilaian itu maka 
akal mendorong manusia untuk melakukan yang baik dan 
meninggalkan yang buruk. Hal ini berarti bahwa akal manusia dapat 
menyuruh manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. Inilah yang 
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa titik perbedaan 
pendapat dua kelompok itu terletak dalam dua hal: pertama, nilai 
baik dan buruk dalam suatu perbuatan, kedua nilai baik dan buruk 
itu medorong manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. 
 
Beberapa Argumen Kemestian Adanya Allah SWT 
a. Argumen Ontologis 
Ontologis berasal dari kata ontos, yang berarti sesuatu yang 
berwujud. Ontologi juga bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari 
wujud tentang hakikat yang ada.1 Argumen ini tidak berdasarkan 
pada alam nyata semata, namun juga berdasarkan pada logika. 
Ontologi, pertama kali digunakan oleh Plato ( 428 – 348 SM ) 
dengan teori idenya. Yang dimaksud dengan ide, menurut dia, 
adalah konsep universal dari tiap sesuatu. Tiap – tiap yang ada di 
alam ini mesti mempunyai ide. Contoh ide yang terdapat pada 
manusia adalah berpikir dan badan hidup. Setiap sesuatau yang ada 
di dunia ini intinya mempunyai sebuah ide. Ide inilah yang menjadi 
dasar wujud dari sesuatu. 
Ide berada di dalam alam tersendiri, di luar alam nyata ini yakni 
yang dinamakan dengan alam ide. Karena ide merupakan dasar 
wujud sesuatu, maka yang tampak nyata di alam yang kita alami 
hanyalah bayangan. Bayangan tersebut hakikatnya berasal dari ide 
yang ada dalam sesuatu tersebut. Ide tersebut merupakan sesuatu 
yang kekal. Yang mempunyai wujud hanyalah ide dan benda – 
benda yang ditangkap dengan indera hanyalah khayalan atau ilusi 
1 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, 
PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2009, 169 
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belaka. Ide – ide tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan 
yang lainnya, namun semuanya bersatu dalam sebuah ide tertinggi 
yang diberi nama ide kebaikan atau The Absolute Good, yaitu yang 
Mutlak Baik. Yang Mutlak Baik itu adalah tujuan, sumber dan sebab 
dari segala sesuatu. Yang Mutlak Baik itu disebut juga dengan 
Tuhan. Dengan teori ini, membuktikan bahwa alam beserta isinya 
bersumber dari Yang Mutlak Baik, atau yang disebut dengan Tuhan. 
Argumen ontologi kedua dicetuskan oleh St. Agustinus ( 354 – 
450 SM ). Menurut Agustinus, manusia dengan pengalamannya 
bahwa dalam alam ini ada kebenaran. Namun, terkadang akal 
meragukan kebenaran tersebut. Akal dapat berpikir bahwa diatas 
kebenaran – kebenaran yang diragukan tadi, ada kebenaran yang 
mutlak, tetap dan abadi. Dan kebenaran yang mutlak tadi disebut 
juga dengan istilah Tuhan. 
Sedangkan menurut Al-Ghazali, seorang filosof Islam, jalan 
untuk mengetahui Tuhan dengan pengalaman dapat dilakukan jika 
ada integrasi antara roh – jasad. Prosese integrasi roh – jasad ini 
disebut sebagai proses percobaan atau pengalaman. Dengan ini 
manusia akan memperoleh pengalaman lahir maupun batin. Bagi 
Imam Al-Ghazali, pengalaman memegang peranan penting dalam 
usaha manusia mencapai pengetahuan yang tertinggi, yaitu 
ma’rifatullah.2 
 
b. Argumen Kosmologis 
Argumen kosmologis, bisa juga disebut sebagai argumen sebab–
akibat. Sesuatu yang terjadi di alam ini, pasti ada sebabnya. Sebab 
2 Abdul Munir Mulkhan, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan, Bumi Aksara, 
Jakarta : 1991, hal. 131 
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itulah yang menjadikan adanya / terjadinya sesuatu itu. Sebab alam 
lebih wajib dan ada daripada alam itu sendiri. Sesuatu yang 
menyebabkan terjadinya alam ini, bisa dipastikan Yang Kuasa, Maha 
Besar. Atau disebut juga to aperion.3 Yang Kuasa ( Sebab Utama ) ini 
tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Dia bersifat qiyamuhu 
binafsihi (berdiri sendiri). Argumen kosmologis ini dinyatakan 
pertama kali oleh Aristoteles (384 – 322 SM). Dia adalah murid Plato, 
yang notabene penggagas argumen ontologis. 
Menurut Aristoteles, setiap benda yang ditangkap dengan 
indera mempunyai materi dan bentuk. Bentuk terdapat dalam benda 
dan membuat materi mempunyai sebuah bentuk/rupa. Bentuk 
bukanlah bayangan atau ilusi, akan tetapi bentuk adalah sebuah 
hakikat dari benda itu sendiri. Bentuk tidak dapat dilepaskan dalam 
materi. Materi dan bentuk dapat dipisahkan dalam akal, namun tidak 
dapat dipisahkan dalam kenyataan. Bentuk sebagai hakikat dari 
sesuatu tidak berubah – ubah dan kekal, namun dalam inderawi 
terdapat perubahan. 
Antara materi dan bentuk ada suatu penghubung yang 
dinamakan gerak. Yang menggerakkan adalah bentuk dan yang 
digerakkan adalah materi. Dalam gerak itu tentunya ada yang 
menggerakkan. Yang menggerakkan itulah yang disebut sebagai 
Penggerak Utama. Bentuk dalam arti Penggerak Utama mestilah 
sempurna dan kekal. Dia tidak mungkin berhajat kepada yang lain. 
Tuhan menggerakkan alam bukan sebagai penyebab efisien 
(penyebab karena ada potensi), melainkan dia menggerakkan karena 
sebab tujuan. Aristoteles mengatakan bahwa Tuhan menggerakkan 
3  Teori Anaximandros ( 610 - 540 SM ) tentang yang tak terbatas. Lihat Harun 
Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat Barat, Kanisius, Yogyakarta,  hal. 16 
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karena dicintai (He produces motion as being love). Semua yang ada di 
alam ini bergerak menuju ke Penggerak yang sempurna itu. 
penggerak Pertama, menurut Aristoteles, adalah zat yang immateri, 
abadi dan sempurna. 
Al-Kindi (796 – 873 M), filosof Islam, berargumen bahwa alam 
ini diciptakan dan penciptanya adalah Allah. Segala yang terjadi di 
alam ini pasti ada sebab akibatnya. Semua rentetan sebab musabab 
ini berakhir pada sebab utama, yakni Tuhan pencipta alam. Pencipta 
alam adalah esa dan berbeda dengan alam. Tiap benda, menurut 
Kindi, mempunyai dua hakikat, yakni hakikat pertikular (juz’i) dan 
hakikat universal (kulli). Namun, Tuhan tidak mempunyai hakikat 
partikular maupun universal. Dia bersifat Esa, Yang Benar, Yang 
Satu. Selain Dia, semuanya bersifat banyak. 
Thomas Aquinas (1225 – 1274 M) menolak pendapat para teolog 
bahwa eksistensi Tuhan adalah masalah keimanan. Dia mengajukan 
keberadaan – Nya dengan 5 dalil. 
1. Adanya sifat gerak. Sesuatu yang bergerak di alam tidak 
mungkin bergerak begitu saja tanpa ada yang menggerakkan. 
Tentunya semua gerak berujung pada Penggerak Utama. 
2. Adanya kausalitas. Segala yang terjadi di alam ini, merupakan 
sebab musabab dari sesuatu. Sebab musabab itu ( sebab efisien ) 
berujung pada Sebab Utama. Dialah yang menyebabkan akibat – 
akibat di dunia ini. 
3. Adanya kemungkinan dan kemestian. Kemungkinan berdalil 
oada sesuatu yang ada namun adanya itu adalah diadakan. Dia 
bisa saja mugkin ada dan mungkin juga tidak ada. Dari 
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adalah wajib dan mesti. Dialah yang mengadakan sesuatu yang 
mungkin tadi. Dialah yang disebut sebagai Tuhan. 
4. Konsep gradasi. Setiap yang ada di alam ini mempunyai lebih 
dan kurang. Namun lebih dan kurang adalah keterangan tentang 
sesuatu yang berbeda sesuai dengan keserupaannya dalam cara 
– cara yang berbeda, yaitu sesuai yang maksimum. Sesuatu 
dikatakan lebih panas jika ada sesuatu yang serupa / menyerupai 
yang panas. Jadi ada sesuatu yang lebih panas, lebih benar, 
paling baik, dll. Akibatnya harus ada sesuatu yang paling di atas 
itu semua, dan itu harus paling tinggi dalam kebenaran dan 
paling besar dalam eksistensi. Sesuatu yang paling di atas semua 
tadi, yang menjadi ukuran / sebab dari semuanya, disebut 
Tuhan. 
5. Adanya keteraturan dunia. Kita mengetahui segala benda / 
makhluk di alam ini mempunyai aktivitas dan tujuan. Aktivis 
mereka selalu sama atau hampir sama untuk mencapai hasil 
terbaik. Jadi, tidak mungkin mereka mencapai tujuan itu 
merupakan sebuah kebetulan semata. Dengan demikian, mereka 
sebenarnya sudah seperti di desain dahulu. Segla sesuatu yang 
memiliki kekurangan tidak akan dapat mencapai tujuan / hasil 
terbaik jika tidak digerakkan oleh sesuatu yang mempunyai 
kelebihan, seperti pengetahuan dan kecerdasan. Karena itu, 
sesuatu yang cerdas harus ada karena semua makhluk diarahkan 
untuk mencapai tujuan mereka, dan sesuatu itu kita namakan 
Tuhan. 
 Adapun Sayyid Sabiq dalam berargumen membuktikan 
kebenaran eksistensi Tuhan dengan menolak pendapat yang 
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ada. Teori ini batil secara fundamental karena musabab selalu terikat 
dengan sebab dan kesimpulan selalu terikat dengan  pendahuluan. 
Pernyataan bahwa alam semesta bermula atau muncul dari tidak ada 
menjadi ada berarti menyatakan bahwa alam semesta berwujud 
dengan sendirinya dan muncul secara terpisah dari sebabnya. 
Keberadaan sesuatu dengan sendirinya yang terputus dari sebabnya 
adalah muhal. Jika kita katakan alam semesta berwujud dengan 
sendirinya dan terputus dari sebabnya, maka hal ini sama dengan 
ucapan kita bahwa ketidakadaan merupakan sebab adanya sesuatu 
yang ada, dan hal ini muhal. 
 
c. Argumen Teleologis 
Berasal dari kata telos, yang berarti tujuan. Dengan kata lain, 
alam ini berproses dengan adanya menuju ke suatu tujuan tertentu. 
Dan segala yang ada didalamnya bekerjasama untuk mencapai 
tujuan tersebut. 
William Paley (1743–1805 M), seorang teolog Inggris, 
menyatakan bahwa alam ini penuh dengan keteraturan. Langit yang 
biru dan tinggi. Bintang – bintang yang bertebaran. Dan di atas itu 
semua ada Pencipta Yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakan itu 
semua ada tujuan tertentu. Seperti halnya Tuhan menciptakan mata 
bagi makhluknya. 
Dalam paham teleologi, segala sesuatu dipandang sebagai 
organisasi yang tersusun dari bagian – bagian yang mempunyai 
hubungan erat dan saling bekerjasama. Tujuan dari itu semua adalah 
untuk kebaikan dunia dalam keseluruhan. Alam ini beredar dan 
berevolusi bukan karena kebetulan, tetapi beredar dan berevolusi 
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yang menggerakkan menuju ke tujuan tersebut dan membuat alam 
ini beredar maupun berevolusi ke arah itu. Zat inilah yang 
dinamakan Tuhan.4 
 
d. Argumen Moral 
Argumen moral dipelopori pertama kali oleh Immanuel Kant 
(1724–1804 M). Kant, dalam tesis awalnya menyatakan bahwa 
manusia mempunyai moral dan yang tertanam dalam jiwa dan hati 
sanubarinya. Dalam hati sanubari, tentu adanya bisikan – bisikan 
yang bisa saja kita namakan perintah. Perintah ini bersifat absolut 
mutlak dan universal. Perbuatan baik/jahat dilakukan karena 
perintah mengatakan demikian. Kant berpendapat bahwa perbuatan 
baik semakin baik bukan karena akibat dari perbuatan itu dan tidak 
pula agama yang mengajarkan bahwa perbuatan itu baik. Perasaan 
manusia yang menyatakan bahwa ia harus berbuat baik ataupun 
untuk menjauhi larangannya, tidak didapatkan di dunia ini, namun 
dibawa sejak lahir. Manusia lahir dengan perasaan itu. 
Antara apa yang ada dalam sanubari (perintah) dan praktik di 
dunia, selalu terjadi kontradiksi. Begitulah apa yang Kant 
gambarkan. Tetapi sungguhpun demikian, manusia tetap merasa 
wajib mendengarkan perintah sanubari ini. 
Dalam kontradiksi ini (yang baik tidak selamanya membawa 
kebaikan dan yang buruk tidak selamanya mendapat hukuman 
sewajarnya di dunia), mesti akan akan ada hidup kedua di alam 
kedua setelah alam sekarang. Di dalam alam kedua ini, semua 
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perasaan ini timbul perasaan ketiga. Kedua perasaan itu berasal dari 
suatu Zat Yang Maha Adil. Zat inilah yang dinamakan Tuhan. 
Perintah hati sanubari yang bersifat mutlak ini bukan hanya 
mengandung arti bahwa manusia wajib patuh kepada perintah 
tersebut. Akan tetapi perintah tersebut juga mengandung arti bahwa 
pada akhirnya perintah tersebut akan membawa kepada Summun 
Bonum atau kesenangan yang tertinggi yang terdiri dari persatuan 
antara kebajikan dan kesenangan yang timbul dari keadaan manusia 
yang dapat memenuhi keinginan–keinginannya. 
Sonnum Bonum ini sebenarnya membawa kepada adanya 
Tuhan. Sonnum Bonum tidak tercapai dalam alam ini karena ada 
perintah sanubari dan perintah manusia yang selalu kontradiksi. 
Artinya, dalam alam moral (sanubari) dan alam materil (keinginan 
manusia) terdapat suatu pemisah. Manusia akan mencapai 
kebahagiannya jika dapat melenyapkan pemisah ini. untuk 
memisahkan pemisah ini dibutuhkan kekuatan yang besar daripada 
kekuatan manusia. Kekuatan inilah yang disebut sebagai Tuhan. 
Kant juga berpendapat bahwa logika tidak dapat membawa 
keyakinan tentang adanya Tuhan. Oleh karenanya, dia berpendapat 
bahwa perasaanlah yang mampu membawa manusia kepada 
keyakinan akan adanya Tuhan. Akal, hanya memberi kebebasan 
untuk percaya atau tidak adanya Tuhan, sedangkan sanubari 
memberi perintah kepadanya untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. 
Manusia diberi perintah untuk melaksanakan hal baik lewat hati 
sanubari. Perbuatan–perbuatan itu tentu ada nilai – nilainya. 
Perasaan itu diperoleh bukan dari pengalaman, tetapi telah ada 
dalam diri manusia. Perintah ini tentunya ada / berasal dari suatu Zat 
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nilai tersebut tidak terdapat dalam manusia, melainkan terdapat 
dalam diri Tuhan. 
            Selain 4 argumen diatas ( ontologis, kosmologis, teleologis 
dan moral), ada beberapa dalil yang menyatakan atau menegaskan 
bahwasannya Tuhan itu ada. Walaupun dalil–dalil ini intinya sama 
dengan argumen–argumen di atas, namun bahasa yang digunakan 
sedikit berbeda dengan yang diatas. Dalil–dalil tersebut antara lain : 
a.    Preuve Metaphisique, yaitu dalil akal semata. Menurut akal, 
alam yang besar dan luas ini, tentu tidak akan terjadi dengan 
sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Dan dialah yang disebut 
sebagai Tuhan. Manusia, walaupun kuat dan pintar, namun tetaplah 
tidak sempurna. Sedangkan Tuhan, yang notabene sebagai pencipta, 
tentu Dia adalah sempurna, dan tentu dia tidak diciptakan. 
b.   Preuve Phisique, dalil yang terdiri dari alam. Dalil ini 
pertama kali dipakai oleh Abul Huseil Al Allaf.5 Dia memulai dalil 
ini dengan teori atom. Menurutnya semua yang ada di alam ini dapat 
dibagi – bagi sampai ke bagian yang terkecil yang dinamakan dengan 
istilah molekul. Tiap molekul terdiri dari atom – atom. Atom ini 
berputar disekitar atom lainnya. Dari perputaran ini menimbulkan 
daya tarik menarik antara molekul – molekul. Dan yang 
menggerakkan itulah yang dinamakan dengan istilah Tuhan. 
c. Preuve Teleologique, dalil yang diambil dari susunan dan 
keindahan alam. Di dalam alam ini, ada semacam susunan dan 
peraturan yang bagus. Bintang – bintang maupun planet – planet 
beredar sesuai dengan garis edarnya dan tidak saling bertabrakan. 
5 Seorang pemikir dari Madzhab Mu’tazilah. Dia juga salah satu murid pendiri 
Mu’tazilah, Washil Bin Atha’. Lihat Bey Arifin, Mengenal Tuhan, PT Bina Ilmu, 
Surabaya ; 1994, hal. 15 
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Begitu juga darah yag ada dalam manusia. Beredar dengan teratur 
sesuai jalannya sendiri – sendiri. Dari fenomena itu semua, tentu ada 
yang dinamakan Dieu Organisateur, Yang Maha Mengatur. Dialah 
yang disebut dengan Tuhan. 
d. Preuve Moral, yaitu dalil yang diambil dari moral. Walaupun 
alam ini sudah diciptakan dengan baik dan indah, namun tetap saja 
ada yang tidak beres dalam kehidupan kecil di dalamnya ( manusia). 
Seakan tidak ada keadilan dalam kehidupan manusia di dunia ini. 
Suatu saat, pasti akan ada yang membereskan dari ketidakadilan–
ketidakadilan tersebut. Dialah Sang Maha Pemberes segala sesuatu, 
yang dinamakan Tuhan.          
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kedudukan Allah 
sebagai satu-satunya pembuat hukum dalam pandangan 
Islam. 
2. Ada beberapa argumen kemestian adanya Allah Swt, di 
antaranya: argumen kosmologis, argumen ontologis, argumen 
teleologis, argumen moral, argumen epistemologis. 
 
Latihan 
1. Jelaskan tentang argumentasi ontologis tentang kemestian adanya 
Tuhan! 
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3. Jelaskan tentang argumentasi teleologis tentang kemestian 
adanya Tuhan! 
4. Jelaskan tentang argumentasi moral tentang kemestian adanya 
Tuhan! 
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Paket 3 
NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI AL-HAK> 
IM (PEMBUAT/PENJELAS HUKUM)  
Pendahuluan 
Paket ini akan membahas tentang Nabi Muhammad Saw. 
sebagai al-Hakim (pembuat/penjelas hukum). Materi ini penting 
karena selain mengetahui bahwa Allah sebagai pembuat hukum, 
mahasiswa juga harus mengetahui bahwa Rasulullah Saw juga 
merupakan pembuat/penjelas hukum dalam Islam. Pendekatan yang 
dipakai dalam membahas materi ini adalah dengan pendekatan 
falsafi kenabian. Hal inilah yang membedakan materi pada paket ini 
dengan materi yang sama pada kajian ushul fiqh.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen memunculkan 
pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai keberadaan dan fungsi 
diutuasnya Rasulullah Muhammad Saw. Pertanyaan akan berlajut 
kepada siapa yang menciptakan hukum dan mengapa kita harus 
menaatiNya. Hal ini untuk memancing mahasiswa agar fokus 
kepada tema paket 3 yang akan dipelajari. 
Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan 
mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan 
memahami bahwa Nabi Muhammad Saw sebagai al-Hakim 
(pembuat/penjelas hukum) yang tertuang dalam paket 3 ini, 
mahasiswa diharapkan memiliki argumentasi yang kuat mengenai 
alasan mereka melaksanakan dan menerapkan hukum Islam. Melalui 
pendekatan filosofis ini juga, mahasiswa diharapkan memiliki 
argumentasi yang kuat mengapa mereka mengimani kerasulan 
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Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa memahami argumentasi keberadaan dan fungsi 
diutusnya Nabi Muhammad Saw yang membuat hukum (al-Hakim) 
untuk kemudian dengan sadar melaksanakan dan mentaati hukum-
hukum yang telah diajarkannya. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan argumentasi kemestian adanya Nabi Muhammad 
Saw 
2. Menjelaskan fungsi dan hikmah diutusnya Rasulullah Saw 
3. Menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai 





1. Argumentasi kemestian adanya Nabi Muhammad Saw 
2. Fungsi dan hikmah diutusnya Rasulullah Saw 
3. Kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai pembuat/penjelas 
hukum Islam (al-Hakim)  
Kegiatan Perkuliahan 
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1. Brainstorming dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kritis seputar argumentasi mahasiswa mengenai kemestian 
dan hikmah diutusnya Rasulullah Saw. 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 3 ini 
3. Penjelasan tentang tujuan mempelajari paket 3 ini 
4. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Argumentasi kemestian adanya Nabi 
Muhammad Saw  
Kelompok 2 : Fungsi dan hikmah diutusnya Rasulullah Saw 
Kelompok 3 : Kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai 
pembuat/penjelas hukum Islam (al-Hakim) 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 
memberikan klarifikasi 
5. Memetakan konsep Nabi Muhammad Saw sebagai pembuat  
dan penjelas hukum Islam (al-Hakim) 
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
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2. Mengetahui argumentasi kemestian dan hikmah diutusnya 
Nabi Muhmmad Saw dan kedudukan beliau sebagai 
pembuat/penjelas hukum Islam (al-Hakim)  
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.. 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang argumentasi 
keberadaan dan fungsi diutusnya Nabi Muhammad Saw sebagai 
pembuat hukum (al-Hakim) 





Gambar 2.1:  Peta Konsep (Mind Map) argumentasi keberadaan dan 












































Mahasiswa memiliki argumentasi yang kuat secara falsafi 
tentang argumentasi keberadaan dan fungsi diutusnya Nabi 
Muhammad Saw sebagai pembuat hukum (al-Hakim) yang 
dituangkan dalam bentuk mind mapping  
 
Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 








































NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI PEMBUAT/PEMBAWA 
HUKUM (AL-HAKIM)  
 
Kata “nabi” berasal dari kata kerja (fi’il) bahasa Arab nabba’a 
yanabbi’u yang berarti memberi kabar. Kata “nabi” di petik dari kata 
nabiyyun dalam bahasa Arab yang berkedudukan sebagai kata benda 
pelaku perbuatan (ism fa>’il) yang berarti orang yang membawa kabar 
atau berita. Dari kata nabi yang bermakna harfiah sebagai pembawa 
berita ini kemudian digunakan dalam istilah agama sehingga nabi 
berarti orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita dan 
pelajaran dari Tuhan untuk manusia. 
Kenabian menurut Ibnu Sina merupakan jiwa (roh) yang 
tinggi. Nabi merupakan manusia pilihan yang memiliki kelebihan 
dari manusia lainnya. Memiliki mukjizat yang bertujuan mengajak 
manusia untuk meninggalkan kemusyrikan, menetapkan peraturan 
untuk kebahagiaan umat manusia, mengantar manusia untuk 
memahami sitem kebaikan. 
Walaupun nabi dan rasul seperti halnya manusia biasa, akan 
tetapi ia mempunyai keistimewaan karena ia memperoleh akal 
tertinggi dari Tuhan yang disebut al-hadas. Al-hadas ini mempunyai 
daya yang suci yang di sebut al-quwwah al-qudsiyyah. Adapun yang 
dimaksud al-hadas dalam pengertian filosofis ialah pancaran ilahi 
yang diperoleh para Nabi dan Rasul sehingga mereka dapat 
berhubungan langsung dengan ‘aql (Allah) tanpa melalui usaha 
manusia itu sendiri. Daya inilah yang membedakan Nabi dan Rasul 
dari manusia yang lainnya. Suatu daya yang istimewa dan hanya 
diperoleh Nabi dan Rasul. Karena daya ini pula Nabi dan Rasul 


































Nabi Muhammad Saw Sebagai al-Hakim  
(Pembuat/Pembawa Hukum) 
 
manusia dan agar mereka bertindak dan berbuat sesuai dengan 
wahyu itu. 
Dalam filsafat kenabian dipahami bahwa Nabi atau Rasul 
hanya menyampaikan perintah Allah secara umum dan membawa 
berita yang belum pernah didengar dan dilihat. Perintah beribadah 
kepada Allah bertujuan agar manusia mampu melepaskan dirinya 
dari keterikatan dunia materi, berpaling dari selain Allah dengan 
iman kuat, memahami kewajiban dengan mengikuti hikmah ilahiyah 
dalam pengutusan seorang Nabi dan Rasul. Sehingga berakhir 
menjadi suatu kekuatan pendorong untuk mencapai kebahagian 
sesudah roh terpisah dengan tubuh.  
 
Argumen Adanya Nabi dan Rasul 
Argumen tentang kemestian adanya Nabi dan Rasul yang 
logis, rasional dan menggunakan argumen empiris-historis 
dikemukakan oleh al-Jurjawi dalam Hikmat al-Tasyri’ wa 
Falsafatuhu. Argument tersebut adalah sebagai berikut:1 
Secara naluriah, manusia dapat mengetahui sebagian 
perbuatan yang baik dan yang buruk dengan akalnya. Daya akal 
manusia belum cukup untuk mengetahui cara yang dapat 
menunjukkan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Oleh 
karena itu, manusia memerlukan seorang manusia yang diutus 
Tuhan yang menyampaikan syariat-Nya agar manusia dapat 
mencapai keselamatan tanpa melewati perbuatan dan jalan yang 
membahayakannya. Kehadiran Nabi dan Rasul merupakan 
kebutuhan primer manusia karena akal tidak dapat memenuhinya. 
Nabi dan Rasul mengemban enam tugas utama yaitu: 




































Nabi Muhammad Saw Sebagai al-Hakim  
(Pembuat/Pembawa Hukum) 
 
1. Memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia 
mengetahui Allah (ma’rifatullah). Menyampaikan sifat-sifat 
Allah yang dapat memudahkan manusiamemahami ke-Maha 
Esaan-Nya, dengan cara yang paling mudah. 
2. Menyampaikan berita bahwasannya Allah mengancam 
manusia yang tidak taat kepada-Nya dan memberikan kabar 
gembira bagi mereka yang mentaati-Nya. 
3. Mengajarkan akhlak yang mulia kepada manusia yang 
berguna bagi diri manusia itu sendiri dan bagi sesamanya, 
seperti sifat jujur, tidak berdusta, dermawan dan sebagainya. 
4. Mengajarkan tata cara mengagungkan Allah serta 
menunaikan kewajiban yang di bebankan Allah kepada 
manusia, dan beribadah kepada-Nya dalam berbagai 
bentuknya secara sempurna. 
5. Menetapkan ketentuan-ketentuan hukum (hudu>d) dan kaidah-
kaidah yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya 
dengan sesamanya, seperti ketentuan hukum berzina, 
pembunuhan, dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut 
bertujuan untuk menegakkan keadilan yang dapat menjamin 
keamanan negeri dan penduduknya. Dalam hubungannya 
dengan tugas tersebut, Nabi dan Rasul berfungsi sebagai 
hakim atau pembuat hukum. 
6. Menjelaskan cara-cara yang benar apa yang mesti ditempuh 
manusia dalam kehidupan duniawinya, seperti keharusan 
aktif bekerja, dan melaksanakan berbagai bentuk kewajiban. 
 
Berdasarkan tugas-tugas Nabi dan Rasul di atas, dapatlah 
dinyatakan bahwa agama Islam adalah agama bagi seluruh umat 
manusia. Islam menjamin kebahagiaan hidup mereka yang 
menganutnya, dan melaksanakan ajaran Islam itu sepenuh-


































Nabi Muhammad Saw Sebagai al-Hakim  
(Pembuat/Pembawa Hukum) 
 
dan hati nurani bagi manusia yang dapat membedakan mana yang 
baik dan mana yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang 
salah. Bila manusia salah membedakan mana yang baik dan mana 
yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah, maka itu 
terjadi karena ketidakpedulian manusia terhadap penggunaan akal 
dan kalbunya yang kemudian dikuasailah dirinya itu dengan 
kebencian, kerakusan, dan permusuhan.  
Oleh karena itu, terjadilah kekacauan, kesesatan, fanatisme 
mazhab dan kelompok. Semua itu terjadi bukan karena agama, 
melainkan karena agama tidak dilaksanakan dengan benar sebagai 
akibat kesalahan dalam pemahaman dan penghayatannya. 
 
Hikmah Kerasulan Muhammad Saw 
 Umat manusia ada di dalam lembah kegelapan manakala 
Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad lahir, ada dua 
kerajaan besar yang menguasai sebagian besar umat manusia yaitu 
kerajaan Romawi dan Persia. Kerajaan Romawi menguasai sebagian 
besar bangsa-bangsa Barat. Kerajaan Persia menguasai sebagian 
bangsa Timur. Dua kerajaan tersebut dikuasai oleh para pemimpin 
yang suka menumpuk kehormatan dan kekayaan material. 
Sementara rakyatnya dibiarkan dalam kesengsaraan dan kelaliman.  
 Bangsa Arab saat itu belum berada di bawah salah satu dari 
dua kerajaan besar dunia pada zamannya itu. Namun mereka selalu 
dalam persengketaan antar kelompok. Pembunuhan dan 
perampokan pun merajalela dimana-mana bahkan siapa yang dapat 
melakukan pembunuhan dan perampokan, dia akan dijadikan 
simbol kebanggaan oleh kelompoknya. Anak gadis dianggap 
pembawa malapetaka maka sehingga mereka dibunuh dengan alasan 



































Nabi Muhammad Saw Sebagai al-Hakim  
(Pembuat/Pembawa Hukum) 
 
 Kehidupan keagamaan dan kepercayaan bangsa Arab di kala 
itu masih terdiri atas berbagai macam kepercayaan dan faham aliran, 
ada aliran yang menyembah hewan, batu, api, bintang-bintang di 
langit, dan sebagainya. Sisa-sisa agama tauhid yang dibawakan oleh 
para nabi terdahulu tinggal sedikit jumlahnya. Bahkan di kalangan 
penganut agama tauhid itu pun telah diresapi oleh berbagai 
perubahan dan penambahan disana sini. Berbagai bentuk bid’ah pun 
tumbuh subur dan terjadilah peperangan yang ditimbulkan kerena 
masing-masing mempertahankan faham kepercayaannya  
         Dalam situasi seperti terlukiskan di atas  itulah Nabi 
Muhammad Saw diutus Allah Swt. Ia berasal dari kelompok suku 
bangsa Arab yang terpandang dan paling dihormati pada zamannya. 
Sejarah membuktikan bahwa kelahiran Nabi Muhammad Saw 
membawa kedamaian dan kemajuan umat manusia pada zamannya 
serta mengilhami kedamaian dan kemajuan umat manusia dalam 
berbagai bidang kehidupan umat manusia.  
 Rekontruksi sejarah menjelaskan kepada kita bahwa pada 
abad pertengahan masehi jalan dagang timur-barat telah berpindah 
dari jalur teluk Persia-Eufrat di utara dan Laut Merah perlembahan 
Nil di selatan, ke jalur baru Yaman-Hizaz-Syira. Peperangan yang 
senantiasa terjadi antara kerajaan Romawi (Bizantium) dan Persia 





Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 




































Nabi Muhammad Saw Sebagai al-Hakim  
(Pembuat/Pembawa Hukum) 
 
1. Kata “nabi” berasal dari kata kerja (fi’il) bahasa Arab nabba’a 
yanabbi’u yang berarti memberi kabar. Secara istilah, nabi 
berarti orang yang diutus Allah Swt untuk menyampaikan 
berita dan pelajaran dari Allah Swt untuk manusia. 
2. Secara naluriah, manusia dapat mengetahui sebagian 
perbuatan yang baik dan yang buruk dengan akalnya. Daya 
akal manusia belum cukup untuk mengetahui cara yang 
dapat menunjukkan jalan menuju keselamatan dunia dan 
akhirat. Oleh karena itu, kehadiran Nabi dan Rasul 
merupakan kebutuhan primer manusia karena akal tidak 
dapat memenuhinya. 
3. Kedudukan Rasul bagi manusia bagaikan kedudukan akal 
dan hati nurani bagi manusia yang dapat membedakan mana 
yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang benar dan 
mana yang salah. 
4. Sejarah membuktikan bahwa kelahiran Nabi Muhammad Saw 
membawa kedamaian dan kemajuan umat manusia pada 
zamannya serta mengilhami kedamaian dan kemajuan umat 
manusia dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. 
 
Latihan 
1. Jelaskan tentang argumentasi kemestian diutusnya Rasulullah 
Muhammad Saw! 
2. Jelaskan tentang hikmah diutusnya Rasulullah Muhammad Saw! 






































Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 
Paket 4 





Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang manusia sebagai mahku>m ’alaih (subjek 
hukum). Bahasan dalam paket ini tentang pengertian manusia 
sebagai mahku>m ’alaih, fitrah apa saja yang dimiliki manusia dan 
bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. 
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 4 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasaan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manusia sebagai 
mahku>m ’alaih (subjek hukum) 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. menjelaskan pengertian manusia sebagai mahku>m ’alaih. 
2. menyebutkan  dan menjelaskan apa saja fitrah manusia 


































Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 





1. Pengertian manusia sebagai mahkum ’alaih 
2. Fitrah manusia 
3. Aliran epistemologis dalam Islam 
4. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
mengenai manusia sebagai subjek hukum. 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 4 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Pengertian manusia sebagai mahkum ’alaih 
Kelompok 2 : Fitrah manusia 
Kelompok 3 : Aliran epistemologis dalam Islam 
Kelompok 4 : bagaimana manusia memperoleh pengetahuan 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan konsep manusia sebagai subjek hukum.  


































Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi status hukum manusia sebagai subjek hukum 
(mahkum ‘alaih)  
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) manusia sebagai subjek 




Gambar 4.1:  Peta Konsep (Mind Map) Manusia sebagai  

















































Mahasiswa dapat memahami tentang kedudukan manusia 
sebagai subjek hukum dan dapat menuangkannya dalam peta 
konsep. 
Bahan dan Alat 
Computer/laptop, LCD, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok. 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas. 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 









































Manusia sebagai Subjek Hukum (Mahkum ‘Alaih) 
 
Pengertian Manusia sebagai Mahku>m ’Alaih 
 Manusia merupakan mahku>m ‘alaih atau subjek (pelaku) 
hukum. Maksudnya adalah manusia dituntut oleh Allah untuk 
berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan 
berdasarkan tuntutan Allah. Dalam Ushul Fiqh, mahku>m ‘alaih 
disebut dengan al-mukallaf. Yakni orang yang dituntut untuk 
bertanggung jawab atas segala perbuatannya berdasarkan hukum 
Allah.1  
 Adapun menurut Al-Amidi sebagaimana yang diringkas oleh 
Ismail Muhammad Syah, yang menjadi dasar seseorang menjadi 
mukallaf atau dikenai takli>f ialah akal karena takli>f bersumber pada 
wahyu yang harus difahami oleh akal. Akal tumbuh dan 
berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia dini dan 
dipandang belum sampai ke batas takli>f melainkan jika akal sudah 
mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya. 
 Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari 
masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan 
kesempurnaannya jika sudah mencapai masa balig. Masa balig 
merupakan batas pemisah antara masa kurang sempurna akal dan 
masa kesempurnaan akal. Ketika seseorang telah mencapai masa 
balig, maka ia telah menjadi mukallaf.  
 Oleh karena itu, peranan akal merupakan faktor utama dalam 
syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. 
Karenanya, meskipun seseorang telah mencapai masa balig tetapi 
akalnya tidak sehat maka ia tidak dibebani hukum takli>fi>.2  
1 Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 102 
2 Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), 145 
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Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 
 Ada dua hal yang menjadi syarat takli>f yang harus terpenuhi 
pada seseorang untuk disebut sebagai mukallaf. Yang pertama, bahwa 
ia mengetahui tuntutan Allah itu, dan yang kedua bahwa ia mampu 
melaksanakan tuntutan tersebut.  
 Yang pertama bahwa seseorang harus mengetahui dan faham 
terhadap tuntutan dari Allah yang mana hal tersebut tidak mungkin 
tercapai tanpa menggunakan akal. Akal adalah alat untuk 
mengetahui dan memahami. Ini artinya, untuk menjalankan syariat 
agama, seseorang harus mempunyai dan dapat menggukan akal. 
Rasulullah Saw bersabda: 
ﻪﻟ ﻞﻘﻋ ﻻ ﻦﳌ ﻦﻳد ﻻ ﻞﻘﻌﻟا ﻮﻫ ﻦﻳﺪﻟا 
Agama itu adalah akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak memiliki 
akal.  
 Oleh sebab itu, anak-anak yang belum mencapai masa balig, 
orang yang sedang tidur dan orang gila tidak dikenai hukum. Hal ini 
sebagaimana sabda Nabi Saw.: 
ﺘﺴﻳ ﱴﺣ ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻦﻋ و ،ﻎﻠﺒﻳ ﱴﺣ ﱯﺼﻟا ﻦﻋ :ثﻼﺛ ﻦﻋ ﻢﻠﻘﻟا ﻊﻓرﻆﻘﻴ ﻞﻧﻮﻨﻟﻤﺠا ﻦﻋو ،
ﻖﻴﻔﻳ ﱴﺣ 
Diangkat qalam (catatan/tuntutan) dari tiga hal: yaitu dari anak-anak 
sampai ia mencapai masa balig, dari orang yang tidur sampai ia terjaga, dan 
dari orang gila sampai ia waras.  
 Untuk mengetahui adanya wahyu bisa secara langsung 
dengan membaca dan memahami al-Quran dan Sunnah maupun 
secara tidak langsung dengan mendengar adanya ajaran Islam. 
Dengan demikian, seluruh umat Islam yang telah balig dan berakal 
dianggap mengetahui hukum Allah dan karenanya berlaku hukum 
takli>f kepada mereka. 
 Syarat takli>f yang kedua yaitu seseorang mampu menjalankan 


































Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 
menerima takli>f ini disebut dengan ahl at-takli>f, sedangkan 
kemampuannya atau kecakapannya disebut dengan al-ahliyah. 
 Kecakapan itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu 
kecakapan untuk dikenai hukum (ahliyat al-wuju>b), yaitu kepantasan 
seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Yang 
kedua yaitu kecakapan untuk menjalankan hukum (ahliyat al-ada>’), 
yaitu kepantasan seseorang untuk diperhitungkan segala 
tindakannya menurut hukum. Artinya bahwa segala tindakannya, 
baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, memiliki dampak 
hukum.3    
 
Fitrah Manusia 
 Fitrah merupakan sifat dasar manusia yang merupakan 
bawaan sejak lahir. Ada tiga fitrah daya atau potensi yang 
merupakan bawaan manusia sejak lahir, yaitu: 
1. Quwwat al-‘aql, yaitu potensi akal; 
2. Quwwat al-ghadab, yaitu potensi defensif atau bertahan; dan 
3. Quwwat asy-syahwat, yaitu potensi ofensif atau menyerang. 
 Masing-masing dari ketiga daya di atas memiliki fungsi yang 
berbeda. Daya akal adalah potensi tertinggi manusia yang tidak 
diberikan kepada makhluk lain. Fungsinya yaitu untuk mengetahui 
Allah (ma’rifatullah) serta mengimaninya. Daya gad}ab bersifat 
defensif yakni untuk menghindarkan diri dari secara naluriah dari 
segala yang membahayakan. Daya ini sering juga disebut dengan al-
quwwat ad-da>fi’ah yang mana secara harfiah bermakna defensif. 
Adapun daya syahwat bersifat ofensif yang berfungsi untuk meraih 
hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan.4  
 Potensi-potensi di atas merupakan penggerak yang 
dianugerahkan Allah kepada semua manusia. Dengan gerak atau al-
3 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Kencana, 2011), 424-427 
4 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Unisaba, 1995), 33 
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harakah inilah manusia dapat membedakan perbuatan yang 
bermanfaat dan perbuatan yang membawa mafsadat. Dengan kata 
lain, dengan fitrah manusia dapat membedakan dan memilih 
perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus 
ditinggalkan. Ia seperti lentera yang dititipkan Allah kepada setiap 
manusia untuk menerangi jalan hidup mereka. 
 Pola hubungan ketiga fitrah ini memiliki tiga kemungkinan 
bentuk perbuatan. Pertama, manusia yang dikuasai oleh daya 
syahwatnya sehingga menggiringnya untuk selalu berbuat kejahatan. 
Al-Quran menyebut tipe nafsu seperti ini dengan nafsu amarah. Hal 
ini sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Yusuf Ayat 53. Kedua, 
manusia yang daya intelektualnya dapat mengontrol dua daya 
lainnya sehingga mencapai tipe ideal seorang manusia. Al-Quran 
menyebut tipe nafsu seperti ini dengan an-nafs al-mut}mainnah, 
sebagaimana dalam Surat Ali Imron Ayat 110. Ketiga, manusia yang 
labil, dan umumnya manusia termasuk kepada tipe yang ketiga ini. 
Yaitu mereka yang daya fitrahnya saling mengalahkan satu dengan 
yang lain. Pada suatu saat daya gad}ab yang menguasi daya-daya 
yang lain. Pada saat lain sebaliknya. Manusia tipe ketiga ini dikuasai 
oleh an-nafs al-lawwamah. 
 Selain fitrah yang di atas, dengan maha kasih sayangNya, 
Allah juga memberikan al-fit}rah al-munazzalah kepada manusia, yaitu 
wahyu, sebagai pedoman dalam hidup mereka. Dengan 
mengoptimalkan penggunaan fitrah, baik fitrah bawaan dan al-fit}rah 
al-munazzalah, manusia dijamin kebahagiaan hudapannya di dunia 
dan akhirat.   
 
Bagaimana Manusia Memperoleh Pengetahuan 
 Dalam filsafat, berbicara tentang bagaimana manusia 
memperoleh pengetahuan berarti berbicara masalah epistemologi. 


































Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 
membentuk pendekatannya sendiri sebagai konsep pengetahuan. 
Beberapa aliran epistemologi tersebut yaitu: 
1. Aliran empirisme dengan pendekatan empiriknya (al-h}issiyah) 
2. Aliran rasionalisme dengan pendekatan rasionya (al-‘aqliyah) 
3. Aliran intuisionisme dengan pendekatan intuitifnya (al-
kasyfiyah) 
4. Gabungan antara aliran empirisme dan rasionalisme yang 
kemudian dikenal dengan pendekatan ilmiah (scientific 
method). 
 Dalam filsafat Islam, ada satu pendekatan lagi yang tidak 
diakui dalam filsafat umum, yaitu pendekatan otoritatif (as-sam’iyah). 
Pendekatan otoritatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk 
memperoleh pengetahuan dari sumber yang diyakini kebenarannya, 
seperti wahyu.  
 Dalam al-Quran, konsep epistemologi ini tergambar dalam 
beberapa ayat yang menjelaskan bahwa manusia memiliki alat untuk 
memperoleh pengetahuan. Alat-alat itu ialah kalbu (al-qalb), mata (al-
bas}ar), dan telinga (al-udzun). Manusia yang telah dibekali alat-alat ini 
apabila tidak menggunakannya dengan benar, maka mereka 
dianggap sebagai orang yang tidak mau bersyukur. 
 رﺎﺼﺑﻷاو ﻊﻤﺴﻟا ﻢﻜﻟ ﻞﻌﺟو ﺎﺌﻴﺷ نﻮﻤﻠﻌﺗ ﻻ ﻢﻜﺘﻬﻣأ نﻮﻄﺑ ﻦﻣ ﻢﻜﺟﺮﺧأ ﷲو
.نوﺮﻜﺸﺗ ﻢﻜﻠﻌﻟ ةﺪﺌﻓﻷاو 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, pengelihatan dan 
hati agar kamu bersyukur.  
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 


































Manusia sebagai Mahkum ’Alaih  
(Subjek Hukum) 
1. Manusia merupakan mahku>m ‘alaih atau subjek (pelaku) 
hukum. Dalam Ushul Fiqh, mahku>m ‘alaih disebut dengan al-
mukallaf. Yakni orang yang dituntut untuk bertanggung jawab 
atas segala perbuatannya berdasarkan hukum Allah. 
2. Ada dua hal yang menjadi syarat takli>f yang harus terpenuhi 
pada seseorang untuk disebut sebagai mukallaf. Yang pertama, 
bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu, dan yang kedua 
bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. 
3. Fitrah merupakan sifat dasar manusia yang merupakan 
bawaan sejak lahir. Ada tiga fitrah daya atau potensi yang 
merupakan bawaan manusia sejak lahir, yaitu: quwwat al-
‘aql, yaitu potensi akal; quwwat al-ghadab, yaitu potensi 
defensif atau bertahan; dan quwwat asy-syahwat, yaitu 
potensi ofensif atau menyerang. 
4. Dalam filsafat, berbicara tentang bagaimana manusia 
memperoleh pengetahuan berarti berbicara masalah 
epistemologi. Ada beberapa aliran epistemologi tersebut 
yaitu: aliran empirisme, aliran rasionalisme, aliran 
intuisionisme dan gabungan antara aliran empirisme dan 
rasionalisme yang kemudian dikenal dengan pendekatan 
ilmiah (scientific method). Dalam filsafat Islam, ada satu 
pendekatan lagi yang tidak diakui dalam filsafat umum, yaitu 
pendekatan otoritatif (as-sam’iyah). 
 
Latihan 
1. Apa pengertian manusia sebagai mahku>m ’alaih? 
2. Sebutkan apa saja fitrah manusia, jelaskan! 
3. Sebutkan aliran epistemologis dalam Islam, jelaskan! 




































Sumber-sumber & Metode  
Hukum Islam 
Paket 5 




Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang sumber-sumber dan metode hukum 
Islam. Bahasan dalam paket ini tentang apa saja sumber hukum 
dalam Islam dan bagaimana metodenya.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 5 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan sumber-
sumber dan metode hukum Islam 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menyebutkan sumber-sumber hukum Islam. 
2. Menjelaskan masing-masing sumber hukum Islam tersebut 









































1. Sumber Hukum Islam Naqliyah 
2. Sumber Hukum Islam Aqliyah 
3. Metode penerapan sumber hukum Islam 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang sumber 
hukum Islam 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 5 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Mengenal sumber hukum Naqliyah 
Kelompok 2 : Mengenal sumber hukum Aqliyah 
Kelompok 3 : Metode Penerapan sumber hukum Islam 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan sumber-sumber dan metode hukum Islam.  
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 


































Sumber-sumber & Metode  
Hukum Islam 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi sumber-sumber dan metode hukum Islam 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 










Mahasiswa dapat menyebutkan dan memahami tentang sumber-
sumber dan metode hukum Islam. 














































Sumber-sumber & Metode  
Hukum Islam 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 









































Sumber-Sumber dan Metode Hukum Islam 
 
Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan 
pedoman atau yang menjadi sumber ajaran Islam. Sumber hukum 
Islam ada yang disepakati para ulama (muttafaq) dan ada yang masih 
diperselisihkan (mukhtalaf). Sumber hukum Islam yang disepakati 
jumhur ulama adalah al-Qur’an, al-Sunnah (al-Hadits), dan ijma’. 
Sedangkan yang diperselisihkan ialah: al-Qiyas, al-Istihsan, Maslahat 
al-Mursalah, Istishhab, al-Urf, Madzhab Sahaby, dan Syari’at sebelum 
Islam (syar‘u man qablana).  
Adapun menurut Amir Syarifuddin, istilah sumber hukum 
(ردﺎﺼﻣ مﺎﻜﺣﻷا) seharusnya dibedakan dengan dalil hukum (ﺔﻟدأ مﺎﻜﺣﻷا). 
Sebab, sumber hukum dalam Islam hanyalah Al-Qur’an dan Sunnah. 
Sedangkan ijma’, qiyas dan yang lainnya hanyalah dalil atau 
penuntun terhadap hukum Islam.1 
Pada klasifikasi lain, hukum Islam ada yang berasal dari ilahi 
(wahyu) dan ada yang berasal dari potensi-potensi insani. Oleh 
karena itu, pada dasarnya sumber hukum Islam dapat dibagi 
menjadi sumber hukum naqliyah dan sumber hukum ‘aqliyah. 
Sumber hukum naqliyah ada yang bersifat orsinil (ashliy) dan 
ada yang bersifat “tambahan” (taba’iy). Sumber hukum naqliyah 
yang bersifat “tambahan” ini ialah ijma’. Oleh  karena itu seringkali 
pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum Islam ada 
tiga, pertama al-Qur’an, kedua al-Sunnah dan ketiga ijtihad. Ijma’ 
seringkali tidak disebut sebagai sumber hukum Islam yang ketiga 
karena ijma’ merupakan sumber hukum naqliyah “tambahan”. Ijma’ 
termasuk sumber hukum naqliyah sebab ia ditransmisikan melalui 
kabar atau periwayatan dari satu orang ke orang lain, dari satu 
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 51 
61 
 
































Sumber-sumber & Metode  
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generasi ke generasi berikutnya dan kualitas periwayatannya pun 
harus mutawa>tir.2 
Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan 
Hadits terkadang tidak menggunakan petunjuk yang tegas sehingga 
memerlukan penggalian hukum yang dilakukan oleh ulama. Oleh 
karena itu, para ulama melakukan kegiatan akademik dalam rangka 
memperoleh dan menangkap maksud Allah dan Rasul-Nya melalui 
proses yang disebut dengan ijtiha>d atau istinba>t}. 
 
1. Al-Qur’an 
a.    Pengertian al-Qur’an: 
 ﰊﺮﻌﻟا ﻆﻔﻠﻟﺑﺎ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻰﻠﻋ لﺰﻨﳌا ﺰﺠﻌﳌا ﷲ مﻼﻛ ﻮﻫ نأﺮﻘﻟا
 مﻮﺘﺨﳌاو ﺔﲢﺎﻔﻟا ةرﻮﺴﺑ ءﻮﺒﳌا ﺮﺗاﻮﺘﻟﺑﺎ لﻮﻘﻨﳌا ﻪﺗوﻼﺘﺑ ﺪﺒﻌﺘﳌا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﰲ بﻮﺘﻜﳌا
سﺎﻨﻟا ةرﻮﺴﺑ 
Al-Qur’an ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. sebagai mukjizat, menggunakan bahasa Arab, 
tertulis dalam mushaf-mushaf, bernilai ibadah bagi yang 
membacanya,  dinukil secara mutawatir, diawali surat al-Fatihah dan 
diakhiri surat an-Na>s. 
Keutamaan al-Qur’an adalah bahwa lafaz dan maknanya 
datang dari Allah Swt. Lafaznya yang berbahasa Arab diturunkan 
kepada Rasulullah Saw dan beliau tiada lain hanya membaca dan 
menyampaikan ayat-ayat yang diterimanya apa adanya. Keutamaan 
lain dari al-Qur’an adalah bahwa selain membacanya juga dinilai 
sebagai ibadah, ia diturunkan secara mutawa>tir  sehingga terjaga 
keasliannya.3  
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, 166 
3 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 17-18 
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Adapun dari aspek kedudukan al-Quran sebagai sumber 
hukum, disepakati bahwa al-Qur’an adalah sumber utama dalam 
hukum Islam yang datang dari Allah Swt kepada manusia melalui 
jalan yang pasti (qat}‘iy) kebenarannya. Allah Swt adalah al-Ha>kim 
yang membuat hukum. Maka karena itu, al-Qur’an yang datang dari 
sisi Allah Swt merupakan sumber utama dalam hukum Islam. 
b. Kandungan hukum dalam  al-Qur’an 
Secara umum, hukum yang terkandung dalam al-Qur’an ada 
tiga macam, yaitu:4 
1) Hukum-hukum i‘tiqa>diyah, yakni hukum yang mengatur 
hubungan manusia dengan Allah Swt mengenai hal-hal yang 
harus diimani oleh setiap mukallaf dan hal-hal yang yang 
harus dihindari kaitannya dengan keyakinan, seperti 
kewajiban mengesakan Allah dan larangan 
menyekutukannya. Hukum yang menyangkut keyakinan ini 
dikaji dalam Ilmu Tauhid atau Ushuluddin. 
2) Hukum khuluqiah, yakni yang mengatur hubungan pergaulan 
manusia mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki dan sifat-
sifat yang harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Hukum khuluqiah ini dikaji dalam Ilmu Akhlak.  
3) Hukum ‘amaliyah, yakni yang berkaitan dengan tindak tanduk 
manusia dan tingkah laku lahiriahnya dalam hubungan 
dengan Allah Swt, dan dengan sesama manusia serta dalam 
bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dijauhi. 




a. Pengertian as-Sunnah 
4 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, 83 
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 ﺎﳑ ﺮﻳﺮﻘﺗ وأ ﻞﻌﻓ وأ لﻮﻗ ﻦﻣ ﱘﺮﻜﻟا نأﺮﻘﻟا ﲑﻏ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ رﺪﺻ ﺎﻣ
ﻲﻋﺮﺷ ﻢﻜﳊ ﻼﻴﻟد نﻮﻜﻳ نأ ﺢﻠﺼﻳ. 
“Sunnah menurut ulama ushul ialah: Segala sesuatu yang 
bersumber dari Nabi Saw. Selain al-Qur’an al-karim, baik berupa 
ucapan, perbuatan, atau ketetapan, yang bisa menjadi dalil hukum 
syar’i.”5 
b.    Kehujjahan as-Sunnah 
As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam syari’at 
Islam, oleh karena itu wajib diikuti, dijadikan rujukan dan berpegang 
teguh kepadanya sebagaimana perintah Allah Swt.6 Hal ini 
ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya: 
 Qs. al-Maidah ayat 92: 
ﻓ اورﺬﺣاو لﻮﺳﺮﻟا اﻮﻌﻴﻃأو ﷲ اﻮﻌﻴﻃأوﲔﺒﳌا غﻼﺒﻟا ﺎﻨﻟﻮﺳر ﻰﻠﻋ ﺎﳕأ اﻮﻤﻠﻋﺎﻓ ﻢﺘﻴﻟﻮﺗ نﺎ. 
“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada 
Rasul-Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah 
bahwa sesunggguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah 
menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” 
QS. al-Nisa ayat 80: 
ﺎﻈﻴﻔﺣ ﻢﻬﻴﻠﻋ كﺎﻨﻠﺳرأ ﺎﻤﻓ ﱃﻮﺗ ﻦﻣو ﷲ عﺎﻃأ ﺪﻘﻓ لﻮﺳﺮﻟا ﻊﻄﻳ ﻦﻣ 
“Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah 
menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), 
maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 
mereka.” 
Disebutkan juga dalam QS. al-Ahza>b ayat 21, Ali Imran ayat 
31, dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-
Muwat}t}a’ 
5 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 27 
6 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 27-28 
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ﷲ بﺎﺘﻛ :يﺪﻌﺑ ﻦﻣ اﻮﻠﻀﺗ ﻦﻟ ﻪﺑ ﻢﺘﻜﺴﲤ نا ﺎﻣ ﻢﻜﻴﻓ ﺖﻛﺮﺗ ﱵﻨﺳو  
Aku meninggalkan sesuatu untuk kalian, jika kalian 
berpegang teguh kepadanya maka tidak akan tersesat setelahku, 
yaitu: kitab Allah dan Sunnahku 
Dari sini nyatalah bahwa orang yang mengingkari kehujjahan 
as-Sunnah (inka>r al-Sunnah) mereka menganggap hanya al-Qur’an 
saja yang wajib diamalkan itu merupakan kehinaan dan kebatilan. 
 
3. Al-Ijma>’ 
Ijma>’ ialah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan 
umat Islam pada suatu masa setelah Rasuallah Saw wafat atas 
hukum syara’ mengenai suatu kejadian. Jumhur ulama berpendapat 
bahwa kedudukan ijma>’ menempati salah satu sumber atau dalil 
hukum sesudah al-Qur’a>n dan sunnah. Ini berarti ijma>’ dapat 
menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam 
bila tidak ada hukumnya dalam al-Qur’a>n maupun sunnah.7 
Adapun rukun ijma>’ yaitu:8 
a. Ada sejumlah para mujathid pada saat terjadinya suatu 
peristiwa. 
b. Ada kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam 
terhadap hukum syara’ mengenai suatu peristiwa pada waktu 
terjadinya tanpa memandang negeri, bangsa, ataupun 
kelompok mereka. 
c. Mengemukakan pendapat masing-masing mujtahid mengenai 
pendapatnya yang jelas atas suatu peristiwa. Setelah mereka 
bertukar pandangan maka mereka sepakat atas satu hukum 
mengenainya. 
7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, 138 
8 Abdul Wahed Muhammed Saleh Al-Qanzirby, S}afwah fy Us}u>l al-Fiqh, (Turki: Maktabah 
Seyda, 2012), 29-30 
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d. Sandaran dalil yang kuat dari nash al-Qur’>an atau sunnah, 
baik secara langsung maupun tidak. 
Pendapat yang disepakati para mujtahid merupakan hukum 
syara’ umat Islam yang diwakili oleh mujatahid mereka. Ijma’ 
hukum syara’ harus didasarkan pada sandaran syara’, karena 
mujtahid memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. 
 
Macam-macam ijma>’ 
 Ada dua macam ijma>’, yaitu: 
a. Ijma>’ S}a>rih: kesepakatan para mujtahid pada suatu masa 
mengenai suatu masalah dimana masing-masing dari para 
mujtahid mengungkapkan pendapat mereka secara jelas 
melalui fatwa dan putusan hukum. 
b. Ijma>’ suku>ti>: sebagian mujtahid suatu masa mengungkapkan 
pedapat secara jelas mengenai suatu kasus baik melalui 
fatwa/putusan hukum dan sebagian yang lain tidak 
memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut baik 
berupa persetujuan ataupun penentangan terhadap pendapat 
tersebut. 
Secara peringkat, ijma>’ s}a>rih lebih tinggi daripada Ijma>’ suku>ti>. 
 
4. Qiya>s 
Qiya>s menurut para ahli Ushul Fiqh adalah mempersamakan 
hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu 
peristiwa yang sudah ada nashnya karena adanya persamaan ‘illat 
hukum dari kedua peristiwa itu.9 
Qiya>s merupakan proses berpikir (ijtiha>d) dengan analogi 
(reasoning by analogy). Jadi qiya>s adalah proses deduksi (menarik 
kesimpulan) dari nash dengan jalan analogi, untuk menetapkan 
hukum terhadap suatu masalah,. Dengan demikian qiya>s bisa 
9 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 40 
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diartikan sebagai proses berfikir dalam rangka melahirkan hukum 
(istinba>t}), di samping itu qiya>s juga merupakan salah satu dalil yang 
dapat dijadikan petunjuk adanya hukum. 
 
5. Istih}sa>n 
Secara bahasa, Istih}sa>n adalah menganggap sesuatu itu baik, 
sedangkan menurut istilah ulama Ushul Fiqh ialah berpalingnya 
seorang mujtahid dari tuntunan qiya>s jali> (yang nyata) kepada 
tuntunan qiya>s yang khafi> (samar), atau dari hukum kulli> (umum) 
kepada hukum istitsna>’i> ( pengecualian) karena ada dalil.10 
Istih}sa>n ada dua macam, yaitu: 
1. Pentarjihan qiya>s khafi> atas qiyas jali> karena ada suatu dalil. 
2. Pengecualian kasuistis (juz’iyyah) dari suatu suatu hukum 
kulli karena ada suatu dalil. 
 
6. Al-Mas}lah}ah al-Mursalah 
Mas}lah}ah al-mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak 
diatur/ditetapkan oleh sya>ri‘ (Allah) untuk merealisasikan 
kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas 
pengakuan atau pembatalannya.11 
Sebagaimana halnya metode ijtihad lainya, al-mas}lah}at al-
mursalah juga merupakan metode penemuan hukum yang 
kasusunya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan al-Hadis. 
Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslah}ah 
secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu Ushul 
Fiqh dikenal ada tiga macam maslah}ah, yakni maslah}ah mu‘tabarah, 
maslah}ah mulghah dan maslah}ah mursalah.12 Maslah}ah yang 
pertama adalah maslah}ah yang diungkapkan secara langsung baik 
10 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 60 
11 Abdul Wahed Al-Qanzirby, S}afwah fy Us}u>l al-Fiqh, 60; Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu 
Ushul al-Fiqh, 62 
12 Abdul Wahed Al-Qanzirby, S}afwah fy Us}u>l al-Fiqh, 60-62 
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dalam al-Quran maupun dalam al-Hadits. Sedangkan maslah}ah yang 
kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub 
dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di antara kedua 
maslah}ah tersebut, ada yang disebut maslah}ah mursalah yakni 
maslah}ah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan 
tidak pula bertentangan dengan keduanya. 
 
7. Al-Istis}ha>b 
Istis}h}a>b yaitu menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan 
hukum sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan atas 
perubahan keadaan tersebut.13 
 Macam-macam istis}h}a>b: 
1. Bara>’at al-as}liyah: bebas atau bersih dari beban hukum. 
2. Menetapkan hukum syara‘: mengukuhkan suatu sifat dimana 
sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum. 
3. Hukum ijma‘: pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan 
melalui ijma‘ ulama. 
 
8. Al-‘Urf 
Al-‘Urf yaitu apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dan 
sudah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan, larangan 
dan dinamakan dengan adat. Menurut ulama Ushul Fiqh, tidak ada 
perbedaan antara adat dan ‘urf. ‘Urf ada dua macam, yaitu ‘urf s}ah}i>h 
dan ‘urf fa>sid. ‘Urf s}ah}i>h yaitu sesuatu yang sudah dikenal 
masyarakat dan tidak menyalahi aturan syara‘, sedangkan ‘urf fa>sid 
adalah sesuatu yang dikenal masyarakat akan tetapi menyalahi 
aturan syara‘.14  
Syarat-syarat ‘urf: 
1. berlaku untuk umum 
13 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 69 
14 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 66 
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2. tidak bertentangan dengan syara’ 
3. berlaku sejak lama 
4. tidak berbenturan dengan tasrih 
5. ‘urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati 
 
9. Syariat Umat sebelum Islam 
Apabila al-Qur’an atau as-Sunnah yang s}a>h}i>h} menceritakan 
salah satu hukum syara‘ yang disyari‘atkan oleh Allah kepada umat-
umat yang mendahului kita melalui lisan para rasul mereka dan 
menyatakan bahwa hukum itu diwajibkan atas kita sebagaiamana 
diwajibkan kepada mereka, maka tidak ada perbedaan pendapat 
bahwa hukum tersebut merupakan syari’at untuk kita dan suatu 
undang-undang yang wajib diikuti berdasarkan penetapan syara‘ 
kita terhadapnya, sebagaimana firman Allah Swt. : 
ﻦﻳﺬﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺘﻛ ﺎﻤﻛ مﺎﻴﺼﻟا ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺐﺘﻛ اﻮﻨﻣأ ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳأ�   نﻮﻘﺘﺗ ﻢﻜﻠﻌﻟ  ﻢﻜﻠﺒﻗ ﻦﻣ
 :ةﺮﻘﺒﻟا)183( 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, 
supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 183) 
Demikian juga apabila al-Qur’an dan as-Sunnah yang s}ah}i>h} 
mengisahkan suatu hukum dan ada dalil syar‘i yang menunjukkan 
penghapusan hukum terasebut, maka tidak ada perbedaan pendapat 
bahwa hukum itu bukanlah syari‘at kita, berdasarkan dalil yang 
menghapusnya. Misalnya dalam syari‘at Nabi Musa bahwa orang 
yang durhaka itu tidak bisa menebus dosanya kecuali apabila ia 
membunuh dirinya sendiri, dan pakaian yang terkena najis itu tidak 
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dan beberapa hukum lainnya yang merupakan beban yang dipikul 
oleh umat sebelum kita dan telah diangkat oleh Allah dari kita.15 
Pangkal perbedaan pendapat ialah berbagai hukum dari 
syari‘at terdahulu yang dikisahkan Allah dan Rasul-Nya, dalam 
syari‘at kita tidak terdapat dalil yang menuinjukkan bahwa hal itu 
diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, 
atau bahwa ia dihilangkan dan dihapus dari kita? 
Sebagaimana firman Allah: 
 نذﻷﺑﺎ نذﻷاو ﻒﻧﻷﺑﺎ ﻒﻧﻷاو ﲔﻌﻟﺑﺎ ﲔﻌﻟاو ﺲﻔﻟﺑﺎ ﺲﻔﻟا نأ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻨﺒﺘﻛو
 ﻦﺴﻟﺑﺎ ﻦﺴﻟاوصﺎﺼﻗ حوﺮﳉاو. 
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan 
luka-luka(pun) ada qis}a>s}nya. (QS. al-Maidah: 45) 
Jumhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan 
ulama Syafi’iyah berkata: bahwa hukum itu adalah syari’at kita dan 
diwajibkan mengikuti dan menerapkannya, selama ia telah 
dikisahkan dan dalam syari’at kita tidak ada sesuatu yang 
menghapusnya, karena hukum itu adalah bagian dari hukum-hukum 
ilahi. Oleh karena inilah ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai 
dalil atas hukuman bunuh terhadap orang Islam yang membunuh 
kafir dzimmi. 
 
10. Madzhab Shahaby 
Sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang yang terdekat 
dengan Rasul, serta mengetahui atau ikut serta dalam pemecahan 
masalah-masalah hukum sewaktu Rasulullah masih hidup. Mereka 
banyak mengetahui asba>b an-nuzu>l ayat, menyertai Rasul dalam 
segala gerak-geriknya, dapat meneliti semua seluk-beluk Sunnahnya, 
15 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 71 
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dan sepeninggalan Rasul, merekalah yang memegang wewenang 
tasyri‘. Dalam hal ini ada perselisihan di kalangan kaum muslimin, 
apakah yang disampaikan oleh mereka (para sahabat) itu adalah 
Sunnnah Rasul ataukah ijma‘ mereka dalam suatu hukum. Namun, 
semua itu menjadi hujjah hukum syar‘i.16 
Adapun ijtiha>d individu sahabat, baik penafsiran dari suatu 
Sunnah atau nash atau semata-mata pendapat mereka yang bebas, 
bahkan dalam hal ini para sahabat juga berselisih pendapat karena 
perbedaaan ijtiha>d. Misalnya Umar Ra. menetapkan ‘iddah 
perempuan hamil yang suaminya meninggal dengan ‘iddah hamil, 
sebaliknya Ali Ra. memilih mana yang lebih panjang antara ‘iddah 
hamil dan wafat, juga pendapat Abu Bakar Ra. yang menyamakan 
kedudukan kakek dengan bapak dalam bagian harta warisan, 
berbeda dengan Ali Ra yang menempatkan kedudukan kakek sama 
dengan saudara kandung dari mayit. 
Alternatif kedua ini atau yang semata-mata pendapat sahabat 
secara perseorangan, apakah menjadi hujjah hukum atau tidak? 
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. 
Imam Abu Hanifah memilih mana yang beliau condongi di 
antara pendapat-pendapat tersebut dan tidak berijtiha>d lain selama 
pendapat itu masih ada. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal 
memilih pendapat sahabat mana yang lebih dekat dengan Sunnah, 
sebaliknya Imam al-Syafi‘i tidak terikat dengan ijtihad para sahabat, 
boleh mengambil dan meninggalkannya karean pendapat-pendapat 





16 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 72 
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Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan 
pedoman atau yang menjadi sumber syari’at Islam terutama 
al-Qur’an dan al-Sunnah. Sumber hukum Islam ada yang 
disepakati para ulama (muttafaq) dan ada yang masih 
diperselisihkan (mukhtalaf). 
2. Sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah 
al-Qur’an, al-Sunnah (al-Hadits), dan ijma’. Sedangkan yang 
diperselisihkan ialah: al-Qiya>s, al-Istih}sa>n, Mas}lah}ah al-
Mursalah, Istis}h}a>b, al-‘Urf, Madzhab S}aha>by, dan Syari’at 
sebelum Islam (syar‘u man qablana). 
3. Hukum Islam ada yang berasal dari ilahi (wahyu) dan ada 
yang berasal dari potensi-potensi insani. Oleh karena itu, 
pada dasarnya sumber hukum Islam adalah sumber naqliyah 
dan ‘aqliyah. 
4. Sumber hukum naqliyah ada yang bersifat orsinil (ashliy) dan 
ada yang bersifat “tambahan” (taba’iy). Sumber hukum 
naqliyah yang bersifat “tambahan” ini ialah ijma’. Oleh  
karena itu sering kali pakar hukum Islam menyatakan bahwa 
sumber hukum Islam ada tiga. pertama al-Qur’an, kedua al-
Sunnah dan ketiga Ijtihad. 
Latihan 
1. Sebutkan Sumber-sumber hukum dalam Islam!  
2. Jelaskan perbedaan sumber hukum naqliyah dan sumber hukum 
aqliyah! 
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Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang tujuan hukum Islam (maqa>s}id syari>‘ah). 
Bahasan dalam paket ini tentang pengertian maqa>s}id syari>‘ah, apa saja 
tingkatannya, apa saja macamnya dan peranan maqa>s}id asy-syari>‘ah 
dalam pengembangan hukum Islam.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 6 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan tujuan 
hukum Islam (maqa>s}id syari>‘ah). 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan pengertian maqa>s}id asy-syari>‘ah 
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3. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam maqa>s}id asy-
syari>‘ah 






1. pengertian maqa>s}id asy-syari>‘ah  
2. argumentasi maqa>s}id asy-syari>‘ah 
3. kategori maqa>s}id asy-syari>‘ah 
4. peranan maqa>s}id asy-syari>‘ah dalam pengembangan hukum Islam 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang tujuan 
hukum Islam 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 6 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : pengertian maqa>s}id asy-syari>‘ah 
Kelompok 2 : argumentasi maqa>s}id asy-syari>‘ah 
Kelompok 3 : kategori maqa>s}id asy-syari>‘ah 
Kelompok 4 : peranan maqa>s}id asy-syari>‘ah dalam 
pengembangan hukum Islam 
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4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan tujuan hukum Islam (maqa>s}id asy-syari>‘ah).  
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi tujuan hukum Islam (maqa>s}id asy-syari>‘ah) 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tujuan hukum Islam (maqa>s}id 
asy-syari>‘ah) 
 





ت�روﺮﻀﻟا تﺎﻴﺟﺎﳊا تﺎﻴﻨﻴﺴﺤﺘﻟا 
ﻞﻤﻜﻣ ت�روﺮﻀﻟا ﻞﻤﻜﻣ تﺎﻴﺟﺎﳊا ﻞﻤﻜﻣ تﺎﻴﻨﻴﺴﺤﺘﻟا 
ﻆﻔﺣ ةﻼﺼﻟا 
ﺺﺧﺮﻟا ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا )ﺮﺼﻗ 
ةﻼﺼﻟا( 
ةرﺎﻬﻄﻟا/ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
1 Ahmad Fathan Aniq, Maqa>s}id asy-Syari>‘ah wa Maka>natuha fy Istinba>t} al-Ah}ka>m asy-
Syar‘i>yah, Jurnal Al-Qanun, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 12. No.1 
Juni 2009, 10-11 
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 /malsI mukuH naujuT
 ha‘irayS-ysA di}saqaM
 اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻨﺪوﺑﺎت اﻟﺼﻼﺗﲔ ﺑﲔ اﳉﻤﻊ اﻷذان/اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺻﻼة اﻟﺪﻳﻦ
 ﺣﻔﻆ
 اﻟﻨﻔﺲ
 واﻟﺸﺮب اﻷﻛﻞ آداب اﻟﺮزق تﺑﻄﻴﺒﺎ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺼﺎص





 واﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﱂ آداب اﳌﺪرﺳﺔ وﺟﻮد
 اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺷﺮب ﲢﺮﱘ
 اﳌﺴﻜﺮ
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺐ اﻟﻜﺘﺐ ﺷﺮاء
 ﺣﻔﻆ
 اﻟﻨﺴﻞ
 واﻟﻄﻼق اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺰ� ﲢﺮﱘ
 ﺑﲔ اﳌﻌﺎﺷﺮة آداب
 اﻟﺰوﺟﲔ
 اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﻠﻮة ﻣﻨﻊ
 ﺣﻔﻆ
 اﳌﺎل
 واﻹﺟﺎرة اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﲢﺮﱘ
 اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻊ
 واﳌﻀﺎر




 naujut gnatnet imahamem nad naktubeynem tapad awsisahaM
 .)ha‘>irays-ysa di}s>aqam( malsI mukuh
 talA nad nahaB
 .draobetihw nad ,lodips ,potpal/retupmoc ,DCL
 nataigeK hakgnaL
 silunep nad kopmolek ajrek udnamep gnaroes hilimeM .1
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2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 









































Tujuan Hukum Islam (Maqa>s}id Asy-Syari>‘ah) 
Definisi Maqa>s}id Asy-Syari>‘ah 
 Dari arti bahasa maqa>s}id asy-syari>‘ah terdiri dari dua kata 
yakni maqa>s}id dan  asy-syari>‘ah. Maqa>s}id merupakan bentuk jamak 
dari maqs}id yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun asy-syari>‘ah 
memiliki arti 
ﺗ ﻊﺿاﻮﳌاﻨﺪﺤ رءﺎﳌا ﱄا 
“Jalan menuju sumber air”2 
 Sedangkan menurut istilah, syariah adalah jalan yang 
ditetapkan Allah yang membuat manusia harus mengarahkan 
kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya 
bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna’ al-Qathan 
yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang 
disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, 
ibadah, akhlak, maupun muamalah.3  
 Jadi, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan maqa>s}id asy-syari>‘ah adalah tujuan segala ketentuan 
Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah maqa>s}id asy-
syari>‘ah ini dipopulerkan oleh Abu Isha>q Asy-Syatibi yang tertuang 
2 Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syaria`h Menurut Asy-Syatibi, cetakan 
pertama (Jakarta: Raja GraPindo Persada, 1996), 60 
3 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), 10 
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dalam karyanya Al-Muwa>ffaqa>t fi> Ushu>l asy-Syari>‘ah sebagaimana 
dalam ungkapannya:4 
هﺬھ ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺖﻌﺿو ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺪﺻﺎﻘﻣ عرﺎﺸﻟا مﺎﯿﻗ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﻟا ﺎﯿﻧﺪﻟاو ﺎﻌﻣ  
“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah 
dalam  mewujudkan kemaslahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-
sama”. 
 
Argumentasi Maqa>s}id al-Syari>‘ah 
 Disebutkan dalam al-Quran bahwa hukum Islam itu 
diturunkan dengan tujuan demi kemaslahatan manusia. 
“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang 
menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang 
mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula 
Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang 
dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus. (Q.S. Al-
Maidah: 15-16). 
 Para ulama fiqh dan us}ul fiqh sepakat bahwa hukum 
diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. 
Namun para ulama kala>m dalam menanggapi masalah penta‘lilan 
hukum dengan maslahah terbagi menjadi tiga pendapat:5 
a. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum syara` tidak 
boleh dita‘lilkan dengan maslahah. Dengan kata lain bisa jadi 
Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung 
4 Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqa>s}id asy-syari>’ah Menurut Asy-Syatibi Maqa>s}id asy-
syari>’ah Menurut Asy-Syatibi, 64 
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maslahah. Pendapat ini disampaikan oleh golongan Asy’a>riah 
dan Z}a>hiriah, walaupun mereka mengakui segala hukum 
syara disyariatkan untuk kemaslahatan manusia itu. 
b. Pendapat kedua mengatakan bahwa maslahah dapat 
dijadikan sebagai illat hukum atau semata-mata suatu tanda 
bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang 
menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Pendapat 
ini diwakili oleh sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. 
c. Pendapat ketiga mengatakan bahwa segala hukum Allah 
dita’lilkan dengan maslahah karena Allah telah berjanji 
demikian dan karena Allah Tuhan yang senantiasa 
mencurahkan rahmat atas hambaNya, menghilangkan 
kesempitan dan kebinasaan dari mereka. Pendapat adalah 
pendapat golongan Mu’tazilah, Maturidiah, sebagian ulama 
Hanabilah dan semua ulama Malikiah. 
 Perbedaan faham di atas sebenarnya hanyalah pada teori saja, 
namun dalam prakteknya semua sepakat menetapkan bahwasanya 
segala hukum syara’ adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan 
tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan. 
 
Kategori Maqa>s}id Asy-Syari>‘ah 
 Tujuan Allah sebagai pembuat hukum dalam mensyariatkan 
hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik 
dunia maupun akhirat. Ditinjau dari sisi tingkat pentingnya 
kemaslahatan itu untuk diwujudkan, maka maqa>s}id asy-syari>‘ah dibagi 



































Tujuan Hukum Islam/ 
Maqas}id Asy-Syari‘ah 
D}aru>riya>t berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. 
Apabila kebutuhan d}aru>riyya>t tidak terpenuhi, maka akan 
merusak tatanan dan keselamatan hidup manusia, baik di 
dunia maupun di akhirat. Dalam kategori ini ada lima hal 
yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, 
memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara 
kehormatan dan keturunanan, serta memelihara harta benda.  
b. H}a>jiya>t 
H}a>jiya>t berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila 
kebutuhan ini tidak terwujud, maka tidak akan sampai 
mengancam keselamatan, namun akan menimbulkan 
kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam 
Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum 
yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga 
hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan 
terkekang. 
c. Tah}si>niya>t 
Tah}si>niya>t secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat 
kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila 
kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam 
dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 
 Adapun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang 
menjadi tujuan hukum Islam, ada 5 unsur pokok yang harus 
dipelihara dan diwujudkan, yaitu: hifz} ad-di>n; hifz} an-nafs; hifz} al-’aql; 
hifz} an-nasb dan; hifz} al-ma>l. Ketiga skala prioritas di atas (d}aru>riya>t, 
h}a>jiya>t, dan tah}si>niya>t) berlaku dalam kelima unsur pokok tujuan 


































Tujuan Hukum Islam/ 
Maqas}id Asy-Syari‘ah 
a. Memelihara Agama (hifz} ad-di>n)6 
 Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 
masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan 
shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan 
terancamlah eksistensi agama. 
2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 
menghidari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi 
orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak 
dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, 
melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang 
melakukannya. 
3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu 
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat 
manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban 
kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian 
dan tempat. 
b. Memelihara jiwa (hifz} an-nafs)7 
Memihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya 
dibedakan menjadi tiga peringkat 
6 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128 
7 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 129 
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Tujuan Hukum Islam/ 
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1. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti 
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 
mempertahankan hidup. 
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti 
dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati 
makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka 
tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, 
melainkan hanya mempersulit hidupnya. 
3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti 
ditetapkan tata cara makan dan minum. 
c. Memelihara akal, (hifz} al-’aql)8 
Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 
3 tingkat : 
1. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti 
diharamkan meminum minuman keras karena berakibat 
terancamnya eksistensi akal.  
2. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan 
menuntut ilmu pengetahuan. 
3. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti 
menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan 
sesuatu yang tidak berfaedah.  
d. Memelihara keturunan (hifz} an-nasl)9 
8 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 129-130 
9 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 130 
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Tujuan Hukum Islam/ 
Maqas}id Asy-Syari‘ah 
Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya 
dibedakan menjadi tiga: 
1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti 
disyariatkan nikah dan dilarang berzina. 
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada 
waktu akad nikah. 
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti 
disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.  
e. Memelihara harta. (hifz} al-ma>l)10 
Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat: 
1. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti 
syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan 
mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah. 
2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat 
tentang jual beli tentang jual beli salam. 
3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti 
ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau 
penipuan. 
Peranan Maqa>s}id asy-Syari>‘ah Dalam Pengembangan Hukum 
Islam 
 Pemahaman dan pengetahuan tentang maqa>s}id asy-syari>‘ah 
seperti yang ditegaskan Abdul Wahab al-Khallaf berperan sebagai 
10 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 131 
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Tujuan Hukum Islam/ 
Maqas}id Asy-Syari‘ah 
alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur’an dan Sunnah, 
menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat 
penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang 
tidak tertampung dalam al-Qur’an dan Sunnah secara kajian 
kebahasaan.11  
 Metode istinbat seperti qiyas, istih}san, dan mas}lah}ah al-
mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang 
didasarkan atas maqa>s}id asy-syari>‘ah. Qiyas misalnya baru bisa 
dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqa>s}id asy-syari>‘ahnya yang 
merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh adalah 
diharamkannya riba. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa 
maqashid al-syari`ah diharamkannya riba adalah karena sifatnya 
yang merusak tatanan perekonomian masyarakat. Dengan demikian 
yang menjadi alasan logis dari diharamkannya riba adalah sifat 
merusaknya. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas 
bahwa setiap yang mengandung unsur riba adalah haram. 
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Maqa>s}id asy-syari>‘ah adalah tujuan segala ketentuan Allah 
yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah maqa>s}id asy-
syari>‘ah ini dipopulerkan oleh Abu Isha>q Asy-Syatibi yang 
tertuang dalam karyanya Al-Muwa>ffaqa>t fi> Ushu>l asy-Syari>‘ah.  
11 Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm Us}ul al-Fiqh, (Kairo, Dar al-Qalam, 1978), 198 
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Tujuan Hukum Islam/ 
Maqas}id Asy-Syari‘ah 
2. Tujuan Allah sebagai pembuat hukum dalam mensyariatkan 
hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia 
baik dunia maupun akhirat. 
3. Ditinjau dari sisi tingkat pentingnya kemaslahatan itu untuk 
diwujudkan, maka maqa>s}id asy-syari>‘ah dibagi menjadi tiga 
tingkatan, yaitu: d}aru>riyya>t, h}a>jiya>t, dan tah}si>niya>t. 
4. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi 
tujuan hukum Islam, ada 5 unsur pokok yang harus 
dipelihara dan diwujudkan, yaitu: hifz} ad-di>n (menjaga 
agama); hifz} an-nafs (menjaga jiwa); hifz} al-’aql (menjaga akal); 
hifz} an-nasb (menjaga keturunan) dan; hifz} al-ma>l (menjaga 
harta). 
Latihan 
1. Jelaskan pengertian maqa>s}id asy-syari>‘ah! 
2. Jelaskan argumentasi adanya maqa>s}id asy-syari>‘ah!  
3. Sebutkan dan jelaskan tingkatan dan macam-macam maqa>s}id asy-
syari>‘ah! 
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Paket 7 





Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang Prinsip-prinsip dan karakteristik Hukum 
Islam. Bahasan dalam paket ini tentang beberapa prinsip dan 
karakteristik Hukum Islam.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 7 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan prinsip-
prinsip dan karakteristik Hukum Islam 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam, 
yaitu: 
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c. kemaslahatan 
d. ditetapkan secara bertahap 





1. Prinsip-prinsip Hukum Islam 
2. Karakteristik Hukum Islam 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang prinsip-
prinsip dan karakteristik Hukum Islam 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 7 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : nafy al-h}araj 
Kelompok 2 : keadilan 
Kelompok 3 : kemaslahatan 
Kelompok 4 : ditetapkan secara bertahap 
Kelompok 5 : menyedikitkan beban dan aturan 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
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6. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan karakteristik Hukum 
Islam 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) Prinsip-prinsip dan 
karakteristik Hukum Islam 
 
Gambar 4.1:  Peta Konsep (Mind Map) Prinsip-prinsip dan 

















































Mahasiswa dapat menyebutkan dan memahami tentang Prinsip-
prinsip dan karakteristik Hukum Islam 
Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 
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Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; 
pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan atau 
Rasulnya secara langsung dan tegas. Norma-norma hukum jenis ini 
bersifat konstant dan tetap. Artinya, untuk melaksanakan ketentuan 
hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (ijtihad) 
dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan tempat. 
Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan 
dalam diskursus norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan 
syariat dalam arti yang sesungguhnya. 
Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau 
rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-
norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma hukum lain 
melaui ijtihad para mujtahid dengan format yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma-norma yang terakhir 
inilah yang kemudian dinamai dengan fikih.1 Tentu saja norma-
norma ini tidak bersifat tetap (s}ubu>t), tetapi bisa saja berubah 
(diubah) sesuai tuntutan ruang dan waktu. Cuma saja, dalam 
menetapkan format hukum baru --untuk menjawab persoalan-
persoalan yang berkembang--, para mujtahid dan badan legislasi 
Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang 
berlaku. Berikut adalah beberapa prinsip hukum dalam Islam:2  
1 Fiqh seringkali disamakan dengan syariat dimana kedua-duanya diartikan dengan 
hukum Islam. Padahal kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Syariah 
terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sedangkan fiqh adalah 
pemahaman dan hasil pemahaman terhadap syariah. Lihat Ibnu Rochman, Hukum 
Islam dalam Perspektif Filsafat, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), 74. Lihat juga 
Mihammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
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1. Nafy al-h}araj (Meniadakan Kepicikan) 
Bila diamati ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum, 
maka akan terlihat bahwa norma-norma hukumnya senantiasa 
bertumpu pada prinsip nafy al-h}araj (meniadakan kepicikan) demi 
menghindari kesulitan. Hal ini tidak berati bahwa setiap ketetapan 
syarak sedikitpun tidak mengandung kesulitan. Bahkan, seperti 
dikatakan Hasbi, kesulitan meskipun hanya sedikit adalah ciri khas 
dari hukum Islam, dan tanpa adanya kesulitan, taklif itu tidak ada 
wujudnya. Hal ini sejalan dengan pengertian taklif itu sendiri, seperti 
dikemukakan al-Syâthibî, yaitu: mengharuskan sesuatu yang 
padanya ada yang memberatkan berupa masyaqqah (kesulitan). 
Hanya saja, kesulitan itu sepadan dengan kemampuan yang dimiliki 
mukalaf (orang yang dibebani hukum).  
Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa ketentuan-
ketentuan hukum dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus 
dilaksanakan secara kaku tanpa mempertimbangkan kesulitan dalam 
pelaksanaannya. Akan tetapi sebaliknya, dimana dalam kondisi-
kondisi tertentu, jika dipandang penerapan hukum yang ada akan 
menimbulkan kesulitan yang luar biasa, maka diberikan jalan keluar 
berupa keringanan atau toleransi.  
Prinsip nafy al-haraj ini dapat dilihat dalam kandungan 
sejumlah ayat al-Qur`an dan hadis Nabi dimana taklif tidak pernah 
diberikan melampaui batas kemampuan mukalaf. Oleh karena itu, 
ketika mukallaf mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu 
hukum, maka dalam waktu yang sama diberikan kemudahan atau 
toleransi.  
Pemberian kemudahan atau toleransi --di kalangan ahli 
hukum Islam-- disebut juga dengan rukhshah. Contoh, dibolehkan 
memakan atau meminum yang haram dalam kondisi yang darurat, 
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seperti karena sakit dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan, 
melaksanakan shalat dengan duduk, bahkan berbaring. Begitu juga 
dibolehkan menggabungkan (menjamak) dan mengqashar 
(meringkas) shalat karena musafir (bepergian).  
Adanya rukhshah dalam sejumlah hukum yang ditetapkan 
Allah maupun Rasul, oleh fuqahâ dipertajam lagi dengan 
kesimpulan yang mereka rumuskan dalam bentuk kaedah: 
 ّﺔﻘﺸﻤﻟا ﺐﻠﺠﺗ ﺮﯿﺴﯿﺘﻟا  
“kesulitan itu mendatangkan kemudahan”. 
Dalam penerapannya, kaidah ini dikembangkan lagi dengan 
beberapa kaidah cabang untuk objek yang lebih spesifik.  
 
2. Keadilan  
Di antara pesan-pesan al-Qur`an (sebagai sumber hukum 
Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata ‘adl ( لﺪﻋ ) dalam berbagai 
bentuknya digunakan dalam al-Qur`an sebanyak 28 kali, salah 
satunya adalah:  
 ّنإ ﷲ ﻢﻛﺮﻣﺄﯾ نأ اّودﺆﺗ تﺎﻧﺎﻣﻷا ﻰﻟإ ﺎﮭﻠھأ واذإ ﻢﺘﻤﻜﺣ ﻦﯿﺑ سّﺎﻨﻟا نأ اﻮﻤﻜﺤﺗ لﺪﻌﻟﺎﺑ 
)ءﺎﺴﻨﻟا :59( 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil." (al-Nisâ: 59) 
Kata memutuskan ( ﻢﻜﺣ ) di sini, agaknya, tidak terbatas hanya 
pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan atau 
memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang 
bersengketa, tetapi juga dalam pengertian memerintah atau 
memegang kekuasaan. Keharusan adil di sini menyangkut sikap 
semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, baik di 
lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang 
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jamak dari amânah, yang berarti kepercayaan, mencakup segala 
bentuk kepercayaan dari masyarakat agar manusia bertindak adil 
sesuai dengan dengan tuntunan Allah.  
Jadi, hukum dalam konteks ini, menurut al-Qur`an adalah 
ketetapan, keputusan, dan perintah yang berasal dari Allah dan 
legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam 
kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Sebagai ketetapan yang 
berasal dari Allah yang Maha Adil, Maha Benar, Maha Tahu akan 
kemaslahatan hamba-Nya, hukum Tuhan (syariat) berisikan keadilan 
seluruhnya. Dengan demikian, hukum Islam (fikih) sebagai norma 
hukum ”buatan” atau legislasi manusia, harus berdasarkan pada 
hukum Tuhan dan keadilan. (Karena sesungguhnya, hukum Islam 
atau fikih, seperti telah dinyatakan, adalah perwujudan dari hukum 
Tuhan). Keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak mungkin 
dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan. 
Tujuan hukum terpenting, adalah untuk menegakkan keadialan, dan 
keadilan tidak mungkin ditegakkan, antara lain, tanpa adanya 
kepastian hukum.  
Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan 
secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan 
sama di hadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna 
kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. 
Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas apapun yang 
dipandang lebih tinggi atau lebih mulia dari selainnya seperti yang 
terdapat dalam agama Hindu, umpamanya. Semua manusia sama. 
Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah derajat 
ketakwaannya (al-Hujarat: 13). Oleh sebab itu, seseorang yang hidup 
menurut hukum Tuhan harus berbuat adil tidak hanya bagi diri 
sendiri tetapi juga bagi alam sekitar.3 
3 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Terj. 
Yudian Wahyudi Asmin), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997),79 
95 
 
































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
Tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu telah 
dicontohkan oleh Nabi sendiri. Pernah suatu hari Nabi menjatuhkan 
hukuman potong tangan kepada seorang perempuan dalam kasus 
pencurian. Lalu keluarga terhukum meminta `Usamah bin Zaid 
(salah seorang sahabat dekan Nabi) untuk meminta kepada Nabi 
agar hukuman diringankan. Ketika `Usamah bin Zaid menghadap 
kepada Nabi dan menyampaikan persolan itu, Nabi bukan saja 
menolak permohonan `Usamah, bahkan menegurnya dan bersabda:  
أ ﺗﻊﻔﺸ ﰲ  ّﺪﺣ ﻦﻣ دوﺪﺣ ؟ﷲ يﺬﻟاو ﻲﺴﻔﻧ ﻩﺪﻴﺑ ﻮﻟ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻤﻃﺎﻓ ﺖﻨﺑ ﺪﻤﳏ 
ﺖﻗﺮﺳ ﺖﻌﻄﻘﻟ ﺎﻫﺪﻳ - ﻩاور ﻢﻠﺴﻣ ﺪﲪأو ﻲﺋﺎﺴﻨﻟاو ﻦﻋ ﺔﺸﺋﺎﻋ  
Apakah anda akan memberikan dispensasi terhadap 
seseorang dalam menjalankan keputusan hukum (hadd) dari hukum-
hukum Alllah? … demi Allah, andaikan Fathimah, putri Muhammad 
yang mencuri maka saya tetap akan memotong tangannya.  
Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan 
tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan hukum. Untuk 
menerapkan keadilan yang merata jugalah, ditetapkan kewajiban 
membayar zakat. Di samping itu, syariat mengharuskan yang kaya 
menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir miskin yang tidak 
mempu bekerja, negara harus memberikan tunjangan huidup bagi 
mereka sepanjang negara memiliki kemampuan.  
 
3. Kemaslahatan 
Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil 
manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan 
kebaikan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, 
maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi 
sipemakai hukum.  
Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
hukum Islam, semisal al-Syâthibî, maslahah (kebaikan dan 
kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari 
pensyariatan hukum-hukum.  
Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, 
dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja 
berubah ketentuan hukumnya apabila ‘illatnya (maslahat atau 
madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh 
(tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja 
ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan 
kemadaratan seperti kasus berziarah ke kuburan yang telah 
disebutkan.  
Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini 
jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-Khattab, bukan saja 
kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, 
bahkan berbeda dengan praktek yang berlaku di zaman Rasulullah 
SAW. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah 
tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.  
Dalam surat al-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di 
antara golongan yang berhak menerima zakat ialah muallaf. Allah 
berfirman: 
ﺎّﳕإ تﺎﻗﺪﺼﻟا ءآﺮﻘﻔﻠﻟ ﲔﻛﺎﺴﳌاو … ﺔﻔﻟﺆﳌاو ﻢﺑﻬﻮﻠﻗ … )ﺔﺑﻮﺘﻟا :60( 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, miskin, … para muallaf yang dibujuk hatinya, … (al-Taubah: 
60) 
Berdasarkan fakta sejarah, kategori muallaf dapat 
digolongkan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya 
dan orang-orang kafir (non-Islam) yang diharapkan sesuatu 
daripadanya. Untuk kategori yang disebut terakhir, oleh Rasyid 
Ridha, dibagi lagi menjadi dua macam. Pertama, orang-orang yang 
diharapkan akan beriman -- dan memperkuat Islam -- dengan 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap 
umat Islam. Maka bagian yang diberikan kepada mereka, diharapkan 
dapat melunakkan hati mereka dan menahan diri dari melakukan 
kejahatan.  
Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah 
menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf yang telah 
mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakkan 
terhadap permohonan dua orang muallaf tersebut disertai dengan 
penegasan Umar, seperti dikemukakan Rasyid Ridha: 
اﺬﻫ ءﻲﺷ نﺎﻛ ﻩﻮﻤﻜﻴﻄﻌﻳ لﻮﺳر ﷲ ﺎﻔﻴﻟﺗﺄ ﻢﻜﻟ ﺎّﻣﺄﻓ مﻮﻴﻟا ﺪﻘﻓ  ّﺰﻋأ ﷲ مﻼﺳﻹا ﲏﻏأو 
ﻢﻜﻨﻋ ﻢﺘﺌﺸﻧﺈﻓ ﻰﻠﻋ ﻹامﻼﺳ  ّﻻإو ﺎﻨﻨﻴﺒﻓ ﻢﻜﻨﻴﺑو ﻒﻴﺴﻟا 
Ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada 
kamu dahulu –dengan tujuan—untuk melunakkan hati kamu. 
Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan 
lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka 
di antara kami dan kamu adalah pedang.  
Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian muallaf diberikan 
hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, bahwa hukum 
untukmemberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan 
disebabkan suatu ‘illah. Oleh karena ‘illah itu telah hilang, maka 
hukum itu tidak diterapkan lagi.  
Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar tidak melihat 
kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-
orang (muallaf ) yang pernah menerima sebelumnya.  
Kebijaksanaan Umar dalam kasus ini (begitu juga dalam 
kasus-kasus lain, seperti tidak menerapkan hukuman potong tangan 
terhadap pencuri, kasus rampasan perang, memperberat hukuman 
bagi pemabuk, menetapkan jatuh talak tiga yang diucapkan dalam 
satu ucapan) bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
Salah satu kesimpulan penting dari sejumlah ijtihad Umar, 
adalah pemahamannya terhadap hukum secara kontekstual. Ia tidak 
terpaku kepada nash-nash hukum secara literal dan parsial, tapi ia 
lebih mementingkan jiwa nash secara keseluruhan. Pemahaman 
hukum seperti ini setiap saat sangat diperluka, lebih-lebih di era 
globalisasi dan informasi sekarang ini. Pendirian sementara orang 
hanya satu aliran hukum saja yang benar dan berlaku di semua 
tempat dan sepanjang waktu sangat tidak menguntungkan umat 
Islam yang meyakini bahwa syarat Islam relevan untuk semua waktu 
dan tempat. 
Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, seperti yang 
dilakukan Umar, akan lebih efektif dalam upaya ”membumikan” 
pesan-pean Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan 
kehidupan bermasyarakat (mu’amalat) di satu pihak, dan akan 
membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan dan 
pembaharuan hukum di lain pihak.  
Pada sisi lain, prinsip maslahat yang dianut hukum Islam, 
memberi peluang terjadinya perbedaan tampilan karena berlainan 
maslahat. Hal ini pernah disinggung oleh Hasbi Ash-Shiddieqy apa 
yang maslahat bagi Hijaz belum tentu maslahat bagi Irak. Apa yang 
maslahat bagi Timur Tengah belum tentu maslahat bagi Indonesia. 
Maksudnya, Tidaklah sama ‘urf dari setiap bangsa. Masing-masing 
bangsa, lanjut Hasbi, mempunyai ‘urf sendiri-sendiri yang 
merupakan bagian dari struktur kebudayaan yang mereka miliki. 
Sedangkan karakter suatu kebudayaan dibentuk oleh lingkungan 
alam sekitarnya. Karena itu, masih menurut Hasbi, kebudayaan 
Timur Tengah yang ditempa oleh lingkungan alam yang gersang 
tentu tidak sama dengan karakter kebudayaan yang indah dan 
lembut. Hasbi mencontohkan, bagi orang Indonesia memakai 
pakaian yang ringkas (bukan minim) tidak akan membahayakan 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
Yang diinginkan Hasbi dari pernyataan-pernyaannya di atas 
adalah supaya umat Islam di berbagai negara membina hukum Islam 
(fikih)nya sesuai dengan kultur dan ‘urf setempat, selama tidak 
bertentangan dengan jiwa syariat. 
 
4. Ditetapkan secara bertahap 
Prinsip penetapan hukum secara berangsur-angsur nampak 
sekali dalam proses pewahyuan hukum-hukum syara’. Allah --
melalui Rasul-Nya-- tidak menetapkan hukum sekaligus, tetapi 
melalui tahapan yang mehabiskan waktu hampir 23 tahun. Ayat-ayat 
hukum diturunkan, begitu juga kemunculan hadis Nabi, umumnya, 
sejalan dengan adanya kejadian atau peristiwa yang membutuhkan 
jawaban hukum. Karena demikian, setiap ketentuan hukum memiliki 
latar belakang kelahirannya yang khas.  
Proses penetapan hukum yang secara berangsur-angsur serta 
adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang mengirinya, ternyata, 
membantu kaum muslim waktu itu untuk lebih mudah memahami 
dan mengingat materi-materi hukum yang telah disyariatkan. Selain 
itu, maksud diturunkan hukum tahap demi tahap, agar seiring 
dengan kemaslahatan manusia. Dengan cara bertahap, ketentuan 
hukum yang berat (mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) akan 
terasa lebih ringan. Contoh, proses diharamkannya khamar. Seperti 
diberitakan, bagi masyarakat sebelum Islam, minuman khamar 
adalah sesuatu kebangaan dan lambang kehormatan. Dalam kondisi 
seperti itu, tentu, akan sangat sulit menghentikannya. Karena itu, 
pada mulanya al-Qur`an hanya memberi suatu isyarat terselubung 
tentang kejelekan khamar yang dilukiskannya sebagai rizki yang 
tidak baik. Kemudian al-Qur`an memberi informasi bahwa khamar 
mengandung mudarat (dosa) di samping beberapa manfaat.  
Penjelasan ini mengubah anggapan kaum muslim yang 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
meninggalkannya, tetapi masih ada yang terus mengkonsumsinya, 
bahkan ada yang shalat dalam keadaan mabuk hingga al-Qur`an 
menegaskan (melarang) agar orang yang sedang mabuk jangan 
mengerjakan shalat. Larangan ini jelas mempersempit kebolehan 
meminum khamar.  
Pada saat kehidupan masyarakat muslim di Madinah sudah 
mapan, dengan tegas Allah mengharamkan khamar dan 
menganggapnya sebagai perbuatan keji yang termasuk perbuatan 
setan.  
Pengharaman khamar secara periodik ini merupakan 
pelajaran penting, dimana pembentukan kondisi masyarakat yang 
siap menerima ketetapan-ketetapan Islam harus menjadi prinsip 
utama dan pertama dalam upaya penerapan norma-norma hukum 
Islam. Di samping itu, harus senantiasa mengantisipasi persoalan-
persoalan baru yang bakal muncul dari suatu tindakan, sekalipun 
tindakan itu bertujuan baik dan diizinkan syarak. (Di sinilah letak 
urgensi sadd al-dzarî’ah sebagai salah satu metode penetapan 
hukum Islam). Andaikan pengharaman khamar tidak secara 
bertahap, bisa diduga, tentu, akan menimbulkan ketegangan, konflik, 
kesulitan, bahkan tidak mustahil taklif itu tidak akan dipatuhi. Tetapi 
dengan cara bertahap, suatu aturan (taklif) akan lebih mudah 
diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat (seperti kasus 
pengharaman khamar di atas), apalagi jika mereka mampu melihat 
dan merasakan manfaatnya.  
 
5. Menyedikitkan Beban 
Dalam suatu riwayat dijelaskan, ketika Rasulullah 
mengajarkan kewajiban haji kepada para sahabat, lalu salah seorang 
yang hadir mengajukan pertanyaan. ”Ya Rasulallah, apakah 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
itu saya jawab ”ya”, maka haji itu menjadi wajib untuk tiap-tiap 
tahun. Dan bila wajib, kamu tidak akan sanggup menunaikannya.”  
Agaknya, kewajiban haji yang hanya sekali seumur hidup, 
bertujuan untuk tidak memberi beban kepada mukallaf di luar 
kemampuannya. Seperti diketahui, dalam melaksanakan ibadah haji 
membutuhkan pengorbanan yang banyak; seperti fisik, harta, dan 
waktu. Tak diragukan lagi, hal ini jelas akan memberatkan banyak 
orang. Karena itulah Allah mewajibkan hanya sekali saja seumur 
hidup. Dan, itupun untuk orang yang mampu saja. 
Dalam kaitan ini Allah mengingatkan orang-orang yang 
beriman agar jangan banyak bertanya tentang suatu ketentuan 
hukum, yang apabila diterangkan justru akan memberatkan.  
Begitu juga dengan aturan-aturan hukum, khususnya dalam 
bidang muamalat, sangat sedikit dibanding dengan persoalan-
persoalan muamalat (masalah kemasyarakatan), dan yang langsung 
datang dari Allah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan 
Nabi, kalaupun ada, tidak pula secara rinci seperti dalam hal ibadat. 
Karena sifatnya yang demikian itu, dalam bidang muamalat, berlaku 
prinsip umum yaitu:  
ﻞﺻﻷا ﰱ ءﺎﻴﺷﻷا ﺔﺣﺑﺎﻹا ﱴﺣ  ّلﺪﻳ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﱘﺮﺤﺘﻟا 
"Pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali 
tentang perbuatan itu telah ada larangan."  
Dengan demikian, prinsip dasar muamalat adalah kebolehan 
(jâ`iz atau ibâhah). Artinya, semua perbuatan yang termasuk ke 
dalam kategori muamalat boleh dilakukan asal saja tidak ada 
larangan melakukan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, 
hukum Islam, dalam masalah ini tidak akan mengalami benturan 
dalam menghadapi perubahan zaman. Dan, dalam bidang ini dapat 
saja dilakukan modernisasi selama modernisasi itu sesuai, atau 
sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan jiwa (prinsip dasar) 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
resmi atau formal yang harus diikuti untuk menilai sahnya suatu 
transaksi, melainkan, sebagaimana isyarat al-Qur`an, cukup dengan 
kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.  
Aturan yang tidak banyak dan hanya menyangkut pada hal-
hal yang pokok, ternyata memberikan ruang gerak bagi hukum Islam 
dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, 
aturan yang hanya berupa prinsip-prinsip pokok itu akan 
memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk melakukan 
ijtihad, sehingga hukum Islam tidak kaku. 
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; 
pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah 
dan atau Rasulnya secara langsung dan tegas. Kedua, Norma-
norma hukum yang ditetapkan Allah atau rasul-Nya berupa 
pokok-pokok atau dasarnya saja. 
2. Norma-norma hukum yang pertama bersifat konstant dan 
tetap. Artinya, untuk melaksanakan ketentuan hukum 
tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (ijtihad) 
dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan 
tempat. Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak 
banyak, dan dalam diskursus norma hukum (Islam), inilah 
yang disebut dengan syariat dalam arti yang sesungguhnya. 
3. Norma-norma hukum yang kedua ditetapkan Allah atau 
rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari 
norma-norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma 
hukum lain melaui ijtihad para mujtahid dengan format yang 


































Prinsip-Prinsip dan Karakteristik  
Hukum Islam 
norma yang terakhir inilah yang kemudian dinamai dengan 
fiqh. 
4. Ada beberapa prinsip hukum dalam Islam, di antaranya: nafy 
al-h}araj, keadilan, kemaslahatan, ditetapkan secara bertahap, 
menyedikitkan beban dan aturan. 
 
Latihan 
Jelaskan maksud dari prinsip-prinsip dan karakteristik hukum 
Islam berikut ini: 
1. nafy al-h}araj 
2. keadilan 
3. kemaslahatan 
4. ditetapkan secara bertahap 




































Kaidah-kaidah Hukum Islam  
(Qawa>‘id Fiqhiyah) 
Paket 8 





Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang Kaidah-kaidah Hukum Islam (Qawa>‘id 
Fiqhiyah). Bahasan dalam paket ini akan dibatasi hanya pada 
beberapa kaidah hukum Islam yang disepakati.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 8 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta white board, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan beberapa 
kaidah hukum dalam Islam (Qawa>‘id Fiqhiyah) 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menyebutkan lima kaidah hukum Islam yang disepakati 
2. Menjelaskan maksud dan contoh penerapan lima kaidah hukum 








































1. Pengertian Qawa’>id Fiqhiyah 
2. Al-Umu>ru bi Maqa>s}idiha> 
3. Ad}-D}araru yuza>lu 
4. Al-Yaqi>nu la> yuza>lu bi asy-Syak 
5. Al-Masyaqqatu tajlibu at-Taysi>r 
6. Al-‘A>datu Muhakkamah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang kaidah-
kaidah hukum dalam Islam (Qawa>‘id Fiqhiyah) 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 8 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Al-Umuru bi Maqa>shidiha 
Kelompok 2 : Adh-Dhararu yuza>lu 
Kelompok 3 : Al-Yaqi>nu la> yuza>lu bi asy-Syak 
Kelompok 4  : Al-Masyaqqatu tajlibu at-Taysi>r 
Kelompok 5 : Al-‘A>datu Muhakkamah 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 



































Kaidah-kaidah Hukum Islam  
(Qawa>‘id Fiqhiyah) 
5. Memetakan kaidah-kaidah hukum dalam Islam (Qawa>‘id 
Fiqhiyah). 
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum dalam Islam (Qawa>‘id 
Fiqhiyah) 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) kaidah-kaidah hukum dalam 




Gambar 4.1:  Peta Konsep (Mind Map) kaidah-kaidah hukum dalam 








































Mahasiswa dapat menyebutkan dan memahami tentang kaidah-
kaidah hukum dalam Islam (Qawa>‘id Fiqhiyah) 
Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
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Kaidah-Kaidah Hukum Dalam Islam (Qawa>‘id Fiqhiyah) 
Qawa>‘id fiqhiyah merupakan rumusan umum dari beragam 
persoalan fiqh (furu’iyah) yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki 
kesamaan ‘illat (ratio legis), dimana keserupaan ‘illat itu bersesuaian 
dengan dalil nash dan prinsip-prinsip dasar syariat. Hukum-hukum 
hasil generalisasi itu kemudian dirumuskan dalam sebuah prinsip 
dasar yang berfungsi untuk menelaah persoalan-persoalan lain yang 
memiliki kesamaan illat.1 
Qawa>‘id fiqhiyah disusun karena cakupan fiqh begitu luas, 
dimana untuk memahaminya secara keseluruhan akan 
membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan berpegang pada 
qawa>‘id fiqhiyah, para mujtahid akan lebih mudah dalam 
mengistinba>t} hukum pada suatu permasalahan, yakni dengan 
menggolongkan suatu masalah dengan kaidah yang sesuai. 
Qawa>‘id fiqhiyah terbagi menjadi dua, qa>’idah asasiyyah dan 
qa>’idah ghairu asasiyyah. Adapun dalam pembahasan ini hanya akan 
menyinggung masalah Qaidah Asasiyah. Qa>’idah asasiyyah sering 
dikenal dengan  panca kaidah asasiyyah, yaitu kaidah pokok dari 
segala kaidah fiqh yang ada. Kaidah ini merupakan kaidah yang oleh 
para Imam Mazhab telah disepakati tanpa ada pihak yang 
memperselisihkan kekuatannya. Kaidah ini dipergunakan untuk 
menyelesaikan masalah furu’iyyah, walaupun dasar dasar hukum 
secara tafsili belum disepakati oleh para Mujtahid. Dalil yang 
dipergunakan adalah Al-Qur’an, al-Hadits, dan dalil istinba>t}. Hasil 
dari ijtihad yang berdasarkan kaidah ini dipergunakan sebagai 
1 Abdul Haq, et. al, Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqhiah Konseptual, (Surabaya: 
Khalista: 2005), 7 
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standar hukum fiqh. Berikut adalah bentuk-bentuk panca kaidah 
asasaiyyah: 
 
1. Kaidah Pertama 
ُﻷﺍُﻣﻮ ُر ﲟ ِﺪﺻﺎﻘَﻫﺎ  
“Segala sesuatu tergantung pada niatnya” 
 Kaidah ini merupakan kaidah asasiyah yang pertama. Di 
kalangan ulama Syafi’iyah, niat diartikan sebagai maksud untuk 
melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaanya. Niat sangat 
penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan 
seseorang, apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan 
niat ibadah kepada Allah ataukah dia melakukan perbuatan tersebut 
bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena 
nafsu atau kebiasaan.2 
 Sebagai contoh, niat untuk menikah yang mana konsekuensi 
hukumnya bisa bermacam-macam. Apabila menikah itu dilakukan 
karena menghindari dari perbuatan zina maka hal itu mubah untuk 
dilakukan, tetapi jika nikah dilakukan dengan niat untuk menyakiti 
calon istri, maka haram untuk dilakukan. 
 Niat berada di hati, sedangkan niat di lisan berfungsi untuk 
menegaskan niat di dalam hati. Hal ini berlaku untuk semua ibadah, 
baik itu thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, 
jihad maupun lainnya. Oleh karena itu kalau ada seseorang yang 
melafadzkan niatnya dengan lisan, namun apa yang dia lafadzkan 
itu berbeda dengan yang terdapat dalam hatinya, maka yang 
dianggap sebagai niatnya adalah apa yang terdapat dalam hatinya 
bukan lisannya. Demikian juga kalau seseorang melafadzkan niat 
2 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), 34 
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dengan lisannya, namun dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, 
maka niatnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para 
ulama’, karena niat itu adalah kehendak dan tekad yang terdapat 
dalam hati. 
 Adapun fungsi niat, ada tiga yaitu sebagai berikut:3 
1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. 
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan 
ataupun kejahatan. 
3. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah 
tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah. 
 
2. Kaidah Kedua 
     ِّﻚﱠﺸﻟِﺑﺎ ُلاَﺰُـﻳ َﻻ ُﲔِﻘَﻴْﻟا 
“ Keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan“ 
 Kaidah ini menegaskan bahwa hukum yang sudah 
berlandaskan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan 
yang timbul kemudian. Rasa ragu yang muncul setelah keyakinan 
tidak akan menghilangkan hukum yakin yang telah ada 
sebelumnya.4 Misalnya, seseorang yang sebelumnya telah yakin dia 
memiliki hutang, kemudian ragu-ragu apakah hutangnya tersebut 
sudah dilunasi atau belum, maka berarti hutangnya belum dilunasi. 
Sebab sebelum keraguan itu timbul, dia telah yakin bahwa dia telah 
berhutang. 
 Dalam hukum pidana, kaidah ini sama dengan asas praduga 
tak bersalah (presumption of innocent). Nilai ini sejalan dengan ajaran 
untuk selalu bersikap husnu az}-z}an (berprasangka baik) terhadap 
3 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, h. 35-36 
4 Abdul Haq, et. al, Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqhiah Konseptual, (Surabaya: 
Khalista: 2005), 139 
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orang lain, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa seseorang itu 
tidak baik.5 
 
3. Kaidah ketiga 
 ﲑﺴﻴﺘﻟا ﺐﻠﲡ ﻪﻘﺸﳌا   
“Kesulitan akan mendorong kemudahan” 
 Makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan 
adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang 
dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi 
mukallaf, maka syari’ah meringankannya sehingga mukallaf mampu 
melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. 
 Kaidah ini menegaskan bahwa kesulitan yang dihadapi 
seorang mukallaf, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, 
akan mendatangkan kemudahan hukum (rukhs}ah) baginya. Artinya, 
apabila seorang mukallaf dalam menjalankan kewajibannya 
menghadapi kesukaran, maka saat itu Islam memberikan toleransi 
dan kemudahan-kemudahan bagi mukallaf tersebut.    
 
4. Kaidah keempat 
 ُرَﺮﱡﻀَﻟا  ُلَاﺰُـﻳ  
“Kemudaratan harus dihilangkan” 
 Kaidah ini bermakna bahwa segala sesuatu yang dianggap 
akan, sedang atau bahkan memang menimbulkan bahaya, maka 
keberadaanya wajib dihilangkan. Inti kaidah ini merupakan bagian 
dari upaya syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak 
kerusakan. Imam as-Suyuthi menegaskan bahwa kaidah ini memiliki 
kemiripan makna dengan kaidah ketiga, yakni al-masyaqqatu tajlibu 
5 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 43  
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at-taysi>r.6 Kemudahan yang dikandung dalam kaidah tersebut tak 
lain adalah upaya meraih nilai-nilai maslahah, yang notabene 
menjadi ikon kaidah ad}-d}arau yuza>lu.7 
 Contoh penerapannya adalah pada bidang jual beli dimana 
disyariatkan khiya>r, atau hak untuk memilih bagi pembeli. Dengan 
adanya khiya>r, maka kemungkinan si pembeli dirugikan karena 
barang yang dibelinya tidak dalam keadaan baik bisa dihindari.  
 
5. Kaidah kelima 
 ٌﺔَﻤﱠﻜَُﳏ ُةَدﺎَﻌَْﻟا 
“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” 
 
 Kaidah ini berkaitan dengan adat atau kebiasaan, dimana 
dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan 
kebiasaan yaitu al-‘a>dat dan al-‘urf. Adat adalah suatu perbuatan 
atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran 
dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau 
mengulanginya. Sedangkan ‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau 
perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam 
mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat 
diterima oleh watak kemanusiaannya.8 Ada yang mengatakan bahwa 
sebenarnya adat dan ‘urf memiliki arti yang sama. 
 Walaupun kaidah ini menyebutkan bahwa adat kebiasaan 
bisa menjadi hukum, namun hal ini tidak berlaku pada semua adat 
6 Jalaluddin as-Suyuti, al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir, (Dar al-Kita>b al-‘Arabi, Cet. IV, 1998), 173 
7 Abdul Haq, et. al, Formulasi Nalar Fiqh, 213 
8 Muhammad Ma’shum Zein, Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Fiqhiyyah), 
(Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006), 79  
115 
 
































Kaidah-kaidah Hukum Islam  
(Qawa>‘id Fiqhiyah) 
kebiasaan. Sebab, ‘urf ada dua macam, yaitu ‘urf s}ahi>h dan ‘urf fa>sid. 
‘Urf s}ahi>h ialah segala hal yang telah menjadi adat kebiasaan manusia 
dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram 
dam tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘urf fa>sid ialah segala 
hal yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi 
syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.9 
 Contoh penerapan kaidah ini dalam bidang muamalah yaitu 
transaksi jual beli di mesin otomatis. Pembelian minuman di mesin 
otomatis, misalnya, tidak disertai dengan akad serah terima. Namun 
karena praktek ini telah menjadi budaya dan tidak ada pihak yang 
dirugikan, maka transaksi ini dibenarkan.  
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Qawa>‘id fiqhiyah merupakan rumusan umum dari beragam 
persoalan fiqh (furu’iyah) yang tak terhitung jumlahnya dan 
memiliki kesamaan ‘illat (ratio legis), dimana keserupaan ‘illat 
itu bersesuaian dengan dalil nash dan prinsip-prinsip dasar 
syariat. Dengan berpegang pada qawa>‘id fiqhiyah, para 
mujtahid akan lebih mudah dalam mengistinba>t} hukum pada 
suatu permasalahan, yakni dengan menggolongkan suatu 
masalah dengan kaidah yang sesuai. 
2. Qawa>‘id fiqhiyah terbagi menjadi dua, qa>’idah asasiyyah dan 
qa>’idah ghairu asasiyyah. 
3. Panca qa>’idah asasiyyah yaitu terdiri dari: Al-Umu>ru bi 
Maqa>shidiha>, Ad}-D}araru yuza>lu, Al-Yaqi>nu la> yuza>lu bi asy-
9 Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 94 
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1. Jelaskan pengertian Qawa’>id Fiqhiyah 
2. Jelaskan dan berikan contoh penerapan konsep Al-Umu>ru bi 
Maqa>s}idiha> dalam bidang muamalah! 
3. Jelaskan dan berikan contoh penerapan konsep Ad}-D}araru 
yuza>lu dalam bidang muamalah! 
4. Jelaskan dan berikan contoh penerapan konsep Al-Yaqi>nu la> 
yuza>lu bi asy-Syak dalam bidang muamalah! 
5. Jelaskan dan berikan contoh penerapan konsep Al-Masyaqqatu 
tajlibu at-Taysi>r dalam bidang muamalah! 
6. Jelaskan dan berikan contoh penerapan konsep Al-‘A>datu 




































Ijtiha>d dalam Hukum Islam 
Paket 9 




Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang Ijtiha>d dalam Hukum Islam. Bahasan 
dalam paket tentang pengertian, peran dan bagaimana penerapan 
ijtiha>d dalam hukum Islam.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 9 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menjelaskan peran Ijtiha>d dalam Hukum 
Islam. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan pengertian ijtiha>d. 
2. Menjelaskan peran ijtiha>d dalam hukum Islam. 







































1. Pengertian ijtiha>d 
2. Peran ijtiha>d dalam hukum Islam. 
3. Penerapan ijtiha>d dalam hukum Islam. 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang ijtiha>d 
dalam hukum Islam. 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 9 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Peran ijtiha>d dalam hukum Islam 
Kelompok 2 : Penerapan ijtiha>d dalam hukum Islam 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan sejarah perkembangan ijtiha>d dalam hukum Islam. 


































Ijtiha>d dalam Hukum Islam 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi kedudukan ijtiha>d dalam hukum Islam. 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) kedudukan ijtiha>d dalam 
hukum Islam. 
 

















































Ijtiha>d dalam Hukum Islam 
Mahasiswa dapat menyebutkan dan memahami tentang 
pentingnya ijtiha>d dalam hukum Islam. 
Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 
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Uraian Materi 
 
Ijtiha>d dalam Hukum Islam 
 
Pengertian dan Fungsi Ijtiha>d  
 Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd  dan  al-juhd  yang berarti 
kekuatan, kemampuan, dan usaha sungguh-sungguh.1 Sedangkan, 
menurut istilah, ijtiha>d adalah mencurahkan segenap kemampuan 
untuk menetapkan hukum syara’ melalui dalil yang terperinci dari 
dalil-dalil syara’.2 Oleh karena itu, tidak disebut ijtiha>d apabila tidak 
terdapat unsur kesulitan di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
Ijtiha>d dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah 
Al-Quran dan Hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam 
penetapan hukum Islam. Orang yang melakukan ijtiha>d disebut 
mujtahid. 
 Ijtiha>d berfungsi untuk menetapkan suatu hukum terhadap 
suatu permasalahan yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak 
ditemukan jawabannya dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Jadi, jika 
dilihat dari fungsi ijtiha>d tersebut, maka ijtiha>d mendapatkan 
kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun demikian, ijtiha>d 
tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sebab hanya orang yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu yang boleh berijtihad.  
Syarat-syarat untuk menjadi Mujtahid: 
a. Mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang 
terdapat dalam al Qur’an dan al Hadits.  
b. Mengetahui bahasa Arab.  
c. Mengetahui metodoogi qiya>s dengan baik. 
d. Mengetahui na>sikh dan mansu>kh.  
1 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: 
Pustaka Progressif, 1997), cet. 25, 217 
2 Abdul Wahhab Khalaf, ilm Us}ul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 173 
123 
 
































Ijtiha>d dalam Hukum Islam 
e. Mengetahui kaidah ushu>l dengan baik dan dasar-dasar 
pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut. 
f. Mengetahui  maqa>s}id al-ah}ka>m. 
 Selain itu ijtiha>d hanya dapat dilakukan pada wilayah 
tertentu, yaitu: 
a. dalil-dalil yang qat}’iy wuru>d-nya ( ﻲﻌطﻗ دوروﻟا ) z}anny dala>lah-nya 
( ﻲﻨظ ﺔﻟﻻﺪﻟا ). 
b. dalil-dalil yang  z}anny wuru>d-nya ( ﻲﻨظ دورﻮﻟا ) qot}’iy dala>lah-nya 
( ﻲﻌﻄﻗ ﺔﻟﻻﺪﻟا ) 
c. dalil-dalil yang z}anny wuru>d  dan  dala>lah-nya ( ﻲﻨظ دورﻮﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟاو ). 
d. terhadap kasus-kasus yang tidak ada hukumnya. 
 Oleh karena itu ijtiha>d tidak dapat dilakukan terhadap kasus-
kasus yang sudah secara tegas disebutkan hukumnya oleh dalil-dalil 
yang qa>t}’iy wuru>d  dan dala>lah-nya. 
 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap 
hasil ijtihad dapat dijadikan sumbangan dalam pembaharuan hukum 
Islam dan mendapatkan legitimasi dari para ulama kecuali apabila 
memperhatikan dua hal pokok tersebut di atas yaitu; pertama, siapa 
pelakunya? Pelaku ijtihad haruslah orang yang memenuhi kualitas 
sebagai mujtahid. Kedua, dalam wilayah apa dia melakukan ijtihad? 
Pembaharuan dengan ijtihad hanya diperkenankan pada wilayah-
wilayah ijtihad yang dibenarkan oleh syara’.3 
 
Metodologi Ijtiha>d 
 Para ulama telah merumuskan metode dalam ijtiha>d yang 
dikenal dengan istilah istinba>t} hukum. Istinba>t} hukum adalah upaya 
seseorang ahl al-fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-
3 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2000), 162. 
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Ijtiha>d dalam Hukum Islam 
sumbernya. Upaya istinba>t} hukum biasanya dilakukan dengan dua 
pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqa>s}id 
asy-syari>‘ah. 
 Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan ialah 
pendekatan melalaui kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab 
karena kajian ini akan menyangkut nash (teks) syari>‘ah yang 
berbahasa Arab. Sedangkan pendekatan maqa>s}id asy-syari>‘ah 
dilakukan karena kajian ini akan menyangkut kehendak Syari‘ yang 
hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian maqa>s}id asy-
syari>‘ah.4 Pendekatan maqa>s}id asy-syari>‘ah lebih menitiberatkan 
pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan dalam setiap 
takli>f (pembebanan hukum) yang diturunkan Allah Swt.  
 Selain kedua pendekatan di atas yang berkaitan langsung 
dengan nash, para ulama juga telah merumuskan metode ijtiha>d pada 
masalah-masalah yang tidak disebutkan secara langsung 
penyelesaiannya dalam nash. Metode-metode itu ialah qiya>s, istihsa>n, 
mas}lah}ah mursalah, istis}ha>b, istis}la>h}, sadd adz-dzari>‘ah dan ‘urf. Adapun 
penjelasan singkat mengenai metode-metode ijtiha>d ini telah 
dijelaskan pada Bab 5 buku ini. 
Contoh Penerapan Ijtihad 
 Sumber utama hukum Islam sudah baku, tidak bertambah 
lagi. Sementara permasalahan yang dihadapi umat manusia terus 
berkembang. Begitu pula norma dan ajaran yang terkandung dalam 
kitab-kitab fiqh klasik sebagian sudah tidak mampu lagi memberikan 
solusi terhadap berbagai masalah yang muncul saat ini. Oleh sebab 
itu, proses ijtihad harus selalu digalakan. 
 Dalam bidang muamalah misalnya, kita menemukan banyak 
sekali contoh penerapan hasil ijtihad. Misalnya praktek-praktek 
4 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Depok: Rajagrafindo 
Persada, 2013), 91-92  
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muamalah (mud}arabah, mura>bah}ah, bai’ salam, rahn, qard} dst.) yang saat 
ini diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah, baik itu 
perbankan maupun non perbankan.  
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd  dan  al-juhd  yang berarti 
kekuatan, kemampuan, dan usaha sungguh-sungguh.5 
Sedangkan, menurut istilah, ijtiha>d adalah mencurahkan 
segenap kemampuan untuk menetapkan hukum syara’ 
melalui dalil yang terperinci dari dalil-dalil syara’. 
2. Ijtiha>d berfungsi untuk menetapkan suatu hukum terhadap 
suatu permasalahan yang harus diterapkan hukumnya, tetapi 
tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur’an maupun 
Hadis. 
3. Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam ijtiha>d, 
yaitu; siapa pelakunya, dan dalam wilayah apa ijtihad 
tersebut. Pembaharuan dengan ijtihad hanya diperkenankan 
pada wilayah-wilayah ijtiha>d yang dibenarkan oleh syara’. 
 
Latihan 
1. Jelaskan pengertian ijtiha>d 
2. Jelaskan kedudukan ijtiha>d dalam hukum Islam! 
3. Berikan contoh penerapan ijtiha>d dalam bidang muamalah! 
 
5 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: 
Pustaka Progressif, 1997), cet. 25, 217 
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Paket 10 




Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang Hukum dan moral dalam Islam. Bahasan 
dalam paket tentang hubungan hukum dan moral dan bagaimana 
pengaruhnya dalam penetapan hukum dalam Islam.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 10 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum dan moral 
serta pengaruhnya pada penetapan hukum Islam. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan hubungan hukum dan moral. 
2. Menjelaskan pengaruh hubungan hukum dan moral dalam 








































1. Hubungan hukum dan moral. 




Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang hubungan 
hukum dan moral. 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 10 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 2 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : Hubungan hukum dan moral. 
Kelompok 2 : Pengaruh hubungan hukum dan moral dalam 
penetapan hukum Islam. 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan hubungan hukum dan moral. 
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7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi Hubungan hukum dan moral. 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 











Mahasiswa dapat memahami tentang hubungan hukum dan 
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Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 
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Uraian Materi 
 
Hukum dan Moral dalam Islam. 
 
A. Hubungan Hukum dan Moral 
Hukum dan moral berhubungan sangat erat dalam hukum. 
Hazairin menyebutkan, jika dalam moral yang dimuat adalah 
anjuran yang berupa pujian dan celaan, maka dalam hukum yang 
dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan 
ancaman, paksaan, atau sanksi bagi orang yang tidak mematuhinya. 
Meski coraknya berbeda, namun hal-hal yang dipuji dan dicela 
dalam hukum adalah hal-hal yang dipuji dan dicela dalam moral 
atau kesusilaan. Oleh sebab itu, pada hakikatnya hukum selalu 
berpatokan pada kesusilaan.1 
 Lebih lanjut, Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa 
moral adalah kezaliman. Sedangkan moral tanpa hukum adalah 
anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Hanya 
hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaaan 
yang dapat mendirikan kemanusiaan. Senada dengan itu, 
Muslehuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan 
moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem 
hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan 
moralitas pada akhirnya akan terpental. Begitu juga menurut Rasjidi, 
hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok 
dari hukum.2 
 Adapun menurut Kant, hukum yang sebenarnya adalah 
hukum moral. Menurut Friedmann, tidak ada dan tidak pernah ada 
pemisahan total hukum dari moralitas. Dalam suatu masyarakat ada 
1 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta, Tintamas, 1974), 85 
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hubungan erat antara moralitas sosial dan perintah hukum. 
Pengaruh moralitas sosial atas perintah hukum pada umumnya 
tergantung pada karakter masyarakat. Masyarakat yang liberal dan 
plural akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai etika daripada 
masyarakat otoriter. Dalam masyarakat yang terikat dengan 
kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial 
menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan 
legislatif.3 
Selain pendapat yang mengatakan bahwa hukum bersatu 
dengan moral sebagaimana disebutkan di atas, ada juga pendapat 
yang mengatakan bahwa hukum terpisah dari moral. Pendapat ini 
diwakili oleh aliran positivisme yang menolak pengetahuan normatif 
tentang etika dan menganggap etika tidak termasuk kategori ilmiah. 
Menurut Coulson dan Kerr, hukum positif seharusnya dipisahkan 
dari keadilan dan etika. Menurut hukum murni ala Kelsen, etika dan 
filsafat sosial jauh dari hukum. Ia menentang filsafat dan 
berkeinginan untuk menciptakan ilmu hukum murni, meninggalkan 
semua materi yang tidak relevan, dan memisahkan yurisprudensi 
dari ilmu-ilmu sosial.4  
 
B. Pengaruh Hubungan Hukum dan Moral dalam Penetapan 
Hukum Islam 
Dalam masyarakat Islam, hukum berperan sangat penting 
dalam pembentukan masyarakat. Umat Islam selalu dituntut untuk 
harus sejalan dengan acuan hukum mereka, yaitu al-Quran dan 
Sunnah. Dengan mengikuti ajaran yang ada dalam kedua tuntunan 
tersebut, maka suatu masyarakat tidak akan tidak akan terjebak pada 
prilaku yang tak bermoral. Hukum Islam harus berjalan sesuai 
3 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 151 
4 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 152 
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Hukum dan moral dalam Islam 
dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. 
Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa norma kesusilaan tidak 
boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-
Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hukum Islam 
menuju kepada kesusilaan yang lebih pasti isinya dan lebih tetap 
mutu dan haluannya, karena Islam tidak membiarkan semuanya 
hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja. 
Dalam al-Qur’an, tidak ada perbedaan yang jelas antara moral 
dan hukum. Yang menjadi titik tekan al-Quran adalah pembedaan 
antara yang benar dan salah, baik dan buruk, yang pantas dan yang 
tidak pantas. Ajaran al-Quran semata-mata menunjukkan standar 
tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh 
Allah Swt.5 Syari’ah Islam adalah bermuatan hukum dan moral 
sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku 
manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi; 
sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali 
tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada 
umumnya.6 
Pengaruh pola hubungan antara hukum Islam dan moral 
yang tidak terpisahkan itu tampak pada penerapan ajaran-ajarannya. 
Misalnya, ajaran bagi para kreditur yang meminjamkan uang agar 
memberikan kelonggaran waktu dengan tanpa memungut bunga 
kepada debitur atau pihak yang berhutang yang mengalami 
kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah 
dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk 
melunasi hutangnya, kreditur dianjurkan agar menyedekahkannya. 
5 N.J. Coulson, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence, (Chicago: 1969), 12  
6 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 154. Karena begitu pentingnya 
moral atau akhlak dalam Islam, bahkan apabila kepentingan fiqh bertabrakan 
dengan kepentingan akhlak, maka menurut Jalaluddin Rakhmat akhlaklah yang 
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(QS. 2; 278-9). Contoh lain adalah ajaran Islam yang melarang para 
pedagang untuk mengurangi hak untuk pembeli, baik dalam 
takaran, timbangan maupun ukuran. (QS. 11;85). Ada juga hadis 
Nabi Muhammad Saw yang mengajarkan bahwa memperlambat 
membayar utang setelah jatuh tempo bagi debitur yang telah kuasa 
(mampu) merupakan kezaliman (HR. Bukhari-Muslim). 
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Hukum dan moral berhubungan sangat erat dalam hukum. 
Jika moral memuat anjuran yang berupa pujian dan celaan, 
maka dalam hukum yang dimuat adalah perintah dan 
larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan, atau 
sanksi bagi orang yang tidak mematuhinya. 
2. Dalam al-Qur’an, tidak ada perbedaan yang jelas antara moral 
dan hukum. Yang menjadi titik tekan al-Quran adalah 
pembedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, 




1. Jelaskan hubungan hukum dan moral. 
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Paket 11 
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM  




Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang Asas-Asas Hukum Islam dalam bidang 
Muamalat. Bahasan dalam paket ini adalah tentang apa saja asas 
hukum dalam bidang muamalat.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 11 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Hukum Islam dalam 
bidang Muamalat. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Menjelaskan makna asas taba>dul al-mana>fi’ 
2. Menjelaskan makna asas al-‘ada>lah 


































Asas-Asas Hukum Islam  
dalam bidang Muamalat 
4. Menjelaskan makna asas ’adam al-ghara>r 
5. Menjelaskan makna asas al-birr wa at-taqwa> 






1. asas taba>dul al-mana>fi’ 
2. asas al-‘ada>lah 
3. asas ‘an tara>d}in 
4. asas ’adam al-ghara>r 
5. asas al-birr wa at-taqwa> 
6. asas musya>rakah 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang Asas-Asas 
Hukum Islam dalam bidang Muamalat. 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 11 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 6 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1 : asas taba>dulul mana>fi’. 
Kelompok 2 : asas al-‘ada>lah. 
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Kelompok 4 : asas ’adam al-ghara>r 
Kelompok 5  : asas al-birr wa at-taqwa 
Kelompok 6 : asas musya>rakah 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan Asas-Asas Hukum Islam dalam bidang Muamalat. 
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi Asas-Asas Hukum Islam dalam bidang 
Muamalat. 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) Asas-Asas Hukum Islam 
dalam bidang Muamalat 
 
Gambar 4.1:  Peta Konsep (Mind Map) Asas-Asas Hukum Islam 
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Mahasiswa dapat memahami tentang Asas-Asas Hukum Islam 
dalam bidang Muamalat. 
Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding 
kelas. 
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6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 
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Uraian Materi 
 
Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah 
 
 Asas dari sisi kebahasaan berarti dasar, landasan atau 
pondasi. Sedangkan secara terminologi berarti landasan berpikir 
yang sangat mendasar. Apabila asas dihubungkan dengan hukum, 
maka akan berarti kebenaran yang digunakan sebagai landasan 
berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan 
pelaksanaan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai rujukan untuk 
mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. 
 Dengan demikian, asas-asas hukum muamalah berarti 
pengertian yang mendasari terbentuk dan tumbuh kembangnya 
hukum mu’amalah dalam Islam. Asas-asas ini mengatur pola 
hubungan antar individu atau kelompok yang berkaitan dengan 
masalah harta, perikatan dan jual beli. Berikut ini asas-asas hukum 
mu’amalah sebagaimana yang disarikan oleh Juhaya S. Praja:1 
 
1. Asas taba>dul al-mana>fi’ 
Asas ini berarti bahwa segala bentuk transaksi harus 
membawa keuntungan bersama bagi seluruh pihak yang 
terlibat dalam transaksi tersebut. Setiap kegiatan muamalah 
harus dilandasi niat untuk tidak merugikan orang lain, 
melainkan melainkan saling memberi manfaat demi 
kesejahteraan bersama.  
 
2. Asas pemerataan (al-‘ada>lah)2 
Dalam al-Quran Surat al-Hasyr Ayat 7 disebutkan bahwa 
harta dalam sebuah masyarakat seharusnya tidak hanya 
1 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), 113-115 
2 Lihat juga di Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-
Malang Press, 2009), h. 46. 
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dikuasai oleh segelintir orang yang pada akhirnya akan 
menimbulkan kesenjangan yang jauh antara si kaya dan si 
miskin. Namun naluri manusia selalu ingin mengumpulkan 
harta sebanyak mungkin sehingga terjadilah pemusatan harta 
hanya pada sebagian kecil masyarakat. Dalam Islam, hal ini 
telah diantisipasi. Oleh sebab itu disyariatkanlah berbagai 
bentuk philantropi atau derma dalam Islam seperti zakat, 
infaq, sadaqah dan wakaf. Hal ini tidak lain sebagai bentuk 
pengejawantahan asas pemerataan.    
 
3. Asas ‘an tara>d}in 
Asas ini meniscayakan bahwa setiap transaksi harus dilandasi 
oleh kerelaan tiap-tiap pihak yang terlibat dalam transaksi 
tersebut. Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat 
al-An’am ayat 152  dan al-Baqarah ayat 282.  
 
4. Asas ‘adam al-g}ara>r 
Asas yang merupakan kelanjutan dari asas ‘an tara>d}in ini 
meniscayakan bahwa dalam setiap praktek mu’amalah tidak 
diperkenankan adanya gara>r atau penipuan. Sebab dengan 
adanya penipuan akan merugikan salah satu pihak yang 
bertransaksi dan akhirnya akan menghilangkan rasa kerelaan 
dari pihak yang dirugikan.  
 
5. Asas al-bir wa at-taqwa> 
Asas al-bir wa at-taqwa> meniscayakan bahwa setiap transaksi 
atau praktek mu’amalah yang dilakukan harus demi tujuan 
kebaikan. Ini berarti hukum Islam tidak memperkenankan 
praktek mu’amalah yang bertentangan dengan nilai dan 
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6. Asas al-musya>rakah 
Asas ini menghendaki bahwa praktek mu’amalah harus 
dilandasi oleh kerjasama yang saling menguntungkan bukan 
saja bagi pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut 
melainkan juga bagi keseluruhan umat manusia. Oleh sebab 
itu, dalam Islam dikenal dua bentuk kepemilikan. Pertama, 
milik pribadi atau perorangan (milk adamy), yakni harta yang 
dapat dikelola secara perorangan dan kedua, milik bersama 
atau milik umum yang disebut haqqulla>h. Bentuk kepemilikan 
yang kedua seperti air, udara, bumi dan kandungannya 
dikelola oleh pemerintah yang pemnfaatannya digunakan 
demi kemakmuran rakyat.  
 
 Selain asas-asas mua’amalah di atas, ada lima hal yang harus 
dihindari oleh umat Islam dalam bertransaksi. Kelima hal tersebut 
menjadi parameter apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak. 
Kelima hal tersebut dikenal dengan nama MAGHRIB (Maisi>r, 
Ghara>r, Hara>m, Riba>, dan Ba>t}il).3 
 Berikut ini penjelasan dari kelima hal yang harus dihindari 
tersebut: 
a. Maisi>r 
Dalam praktek maisi>r atau sering dikenal dengan 
perjudian, seseorang bisa untung atau bisa rugi. 
b. Ghara>r 
Ghara>r adalah setiap ransaksi yang masih belum jelas 
barangnya atau tidak berada dalam kuasa si penjual. Inti 
dari makna ghara>r adalah adanya ketidaktentuan dan 
ketidakjelasan dalam sebuah transaksi yang dapat dirinci 
sebagai berikut: 
1. Kejelasan ada atau tidak barang yang ditransaksikan; 
3 Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Ciputat : UIN jakarta Press, 2005), cet.1, 5 
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2. Kejelasan mampu atau tidak barang yang 
ditransaksikan itu diserahkan; 
3. Kejelasan akad dan kontrak dalam transaksi, baik dari 
waktu, cara bayar, dan lain-lain 
c. Hara>m 
Dzat barang yang diperjualbelikan itu harus halal. 
d. Riba> 
Yaitu penambahan nilai tukar secara tidak sah dalam 
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama 
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. 
e. Ba>t}il 
Tidak ada kez}aliman yang dilakukan oleh semua pihak 
yang bertransaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. 
 
Ringkasan 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
penting sebagai berikut: 
1. Asas-asas hukum muamalah berarti pengertian yang 
mendasari terbentuk dan tumbuh kembangnya hukum 
mu’amalah dalam Islam. 
2. asas-asas hukum mu’amalah sebagaimana yang disarikan 
oleh Juhaya S. Praja adalah sebagai berikut: taba>dul al-mana>fi’, 
al-‘ada>lah, ‘an tara>d}in, ‘adam al-g}ara>r, al-birr wa at-taqwa, al-
musya>rakah. 
3. Selain itu, ada lima hal yang harus dihindari oleh umat Islam 
dalam bertransaksi, yaitu: MAGHRIB (Maisi>r, Ghara>r, Hara>m, 




































Asas-Asas Hukum Islam  
dalam bidang Muamalat 
Latihan 
1. Jelaskan yang dimakasud dengan asas taba>dul al-mana>fi’! 
2. Jelaskan yang dimakasud dengan asas al-‘ada>lah! 
3. Jelaskan yang dimakasud dengan asas ‘an tara>d}in! 
4. Jelaskan yang dimakasud dengan asas ’adam al-g}ara>r! 
5. Jelaskan yang dimakasud dengan asas al-birr wa at-taqwa! 
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Paket 12 
TINJAUAN FILOSOFIS  




Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket 
ini akan membahas tentang Tinjauan Filosofis terhadap Beberapa 
Hukum Bisnis Islam. Bahasan dalam paket ini adalah tentang khiya>r, 
‘ariyah, qard}, mud}arabah, ija>rah, riba> dan ghara>r.  
Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih 
dahulu tujuan perkuliahan paket 12 ini. Harapannya, dengan 
mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang 
capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan 
tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 
dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 
mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 
alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta 
konsep. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  
Mahasiswa mampu menjelaskan Tinjauan Filosofis terhadap 
Beberapa Hukum Bisnis Islam di antaranya tentang tentang khiya>r, 
‘a>riyah, qard}, mud}a>rabah, ija>rah, rahn. 
Indikator 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   
1. Mampu menjelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum khiya>r. 
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3. Mampu menjelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum 
mud}a>rabah 
4. Mampu menjelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum ija>rah 






1. Tinjauan filosofis terhadap hukum khiya>r 
2. Tinjauan filosofis terhadap hukum pinjam meminjam 
3. Tinjauan filosofis terhadap hukum mud}a>rabah 
4. Tinjauan filosofis terhadap hukum ija>rah 
5. Tinjauan filosofis terhadap hukum rahn 
 
Kegiatan Perkuliahan 
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Brainstorming dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis 
tentang apa saja yang mahasasiswa ketahui tentang Tinjauan 
Filosofis terhadap Beberapa Hukum Bisnis Islam di antaranya 
tentang tentang khiyar, ‘a>riyah, qard}, mud}arabah, ija>rah, rahn. 
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 12 ini 
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 
sebelumnya 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Membagi mahasiswa dalam 7 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: Tinjauan 
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tentang tentang akad, jual beli, pinjam meminjam, mud}arabah, 
ija>rah, riba> dan ghara>r. 
Kelompok 1 : khiyar 
Kelompok 2 : rahn 
Kelompok 3  : pinjam meminjam 
Kelompok 4 : mud}arabah  
Kelompok 5  : ija>rah 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi. 
5. Memetakan Tinjauan Filosofis terhadap Beberapa Hukum 
Bisnis Islam 
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen. 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau 
menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Mengidentifikasi Tinjauan Filosofis terhadap Beberapa Hukum 
Bisnis Islam 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) Tinjauan Filosofis terhadap 
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Gambar 4.1:  Peta Konsep (Mind Map) Tinjauan Filosofis terhadap 





Mahasiswa dapat memahami tentang Tinjauan Filosofis terhadap 
Beberapa Hukum Bisnis Islam 
Bahan dan Alat 
LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 
Langkah Kegiatan 
1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis 
konsep hasil kerja. 
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 
kelompok 
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep 
sebagaimana dalam contoh gambar di atas 
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5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi. 
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, 
dengan waktu masing-masing + 5 menit 
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Uraian Materi 
 
Tinjauan Filosofis terhadap Beberapa Hukum Bisnis Islam 
 
 Berikut ini adalah tinjauan filosofis terhadap beberapa hukum 
Bisnis Islam, di antaranya: khiya>r, ‘ariyah, qard}, mud}a>rabah, ija>rah, dan 
rahn. 
1. Tinjauan filosofis terhadap hukum khiya>r. 
 Khiya>r adalah hak yang dimiliki seseorang yang 
melakukan transaksi untuk memilih apakah akan 
meneruskan transaksinya ataukah membatalkannya. 
 Hikmah disyariatkannya khiya>r yaitu demi 
kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
serta menghindarkan mereka dari kemungkinan yang dapat 
merugikan mereka. Dengan adanya khiya>r akan memperkuat 
kerelaan kedua belah pihak dan menghindarkan si pembeli 
dari penipuan. Sebab ketika seorang pembeli, apalagi yang 
masih awwam tentang barang yang dibeli, membeli suatu 
barang, mungkin saja dia belum menemukan aib barang 
tersebut. Maka dengan adanya khiya>r (syarat) si pembeli 
diperbolehkan membawa pulang barang yang dibeli dan 
diperbolehkan mengembalikan barang yang dibeli tersebut 
apabila tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang 
disepakati sebelumnya.1 
 
2. Tinjauan filosofis terhadap hukum ‘a>riyah (pinjaman) dan qard} 
(perutangan). 
 ‘A>riyah adalah meminjamkan suatu barang atau 
memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain secara 
1 Ali Ahmad Al-Jurja>ny, Hikmat at-Tasyri>’ wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 
2009), Juz 2, 128 
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cuma-cuma. Sedangkan qard} yaitu memberi hak milik 
sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat orang 
tersebut mengembalikannya tanpa tambahan. Perbedaan 
antara ‘a>riyah dengan qard} yaitu apabila dalam qard}, 
pemberian barang yang dipinjamkan ke orang lain dan 
dikembalikan dengan jenis yang serupa, terjadi pemindahan 
kepemilikan. Misalnya, peminjaman uang dua juta harus 
dikembalikan uang dua juta, dan peminjaman beras satu kilo 
misalnya, harus dikembalikan beras satu kilo. Sedangkan 
dalam ‘A>riyah, tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang 
yang dipinjamkan, yang dikembalikan adalah barang yang 
dipakai. Contohnya, meminjam motor maka yang 
dikembalikan adalah motor yang sama. 
 Hikmah ‘a>riyah dan qard} yaitu untuk menghilangkan 
kesukaran dan menutupi kebutuhan orang yang meminjam 
atau berhutang. Disamping itu, ‘a>riyah dan qard} dapat 
menumbuhkan kecintaan dan memperkuat tali 
persaudaraan.2 Orang yang melakukan kebaikan akan dicintai 
Allah dan manusia.3 
 
3. Tinjauan filosofis terhadap hukum mud}a>rabah 
 Mud}arabah adalah akad antara pihak pemilik modal 
(s}a>hib al-ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib) untuk memperoleh 
pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan  
tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di 
awal akad.4  
2 Abdurrahman RA Haqqi, The Philosophy of Islamic Law of Transaction, (Kuala 
Lumpur: Univision, 1999), 186 
3 Ali Ahmad Al-Jurja>ny, Hikmat at-Tasyri>’ wa Falsafatuhu, Juz 2, 122-123 
4 Wirdyaningsih, Bank dan asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 
Ed. I., Cet. 1, 130 
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 Di antara hikmah disyariatkannya mud}a>rabah yaitu 
untuk menghilangkan kefaqiran dan kesulitan dari si miskin 
disamping dapat menumbuhkan rasa cinta di antara manusia. 
Setidaknya ada dua manfaat yang didapat oleh pemilik modal 
ketika memberikan hartanya kepada orang yang menjalankan 
usahanya. Yang pertama yaitu ganjaran yang sangat besar 
dari Allah Swt sebab dengan hartanya dia telah memberi 
kemudahan bagi orang lain, terutama bagi pengangguran 
untuk bekerja; dan apabila yang dimodali adalah orang kaya 
maka akan terjadi pertukaran manfaat di antara keduanya. 
Manfaat yang kedua yaitu tumbuh dan berkembangnya harta 
yang dapat menyejahterakan kedua pihak yang 
bermud}a>rabah.5 
 
4. Tinjauan filosofis terhadap hukum ija>rah (sewa menyewa) 
 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 
atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran 
sewa (ujrah), antara pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa 
(musta’jir) tanpa disertai dengan pengalihan kepemilikan 
barang itu sendiri. 
 Hikmah disyariatkannya ija>rah sangatlah besar, di 
antaranya yaitu agar terjadi saling tukar manfaat (taba>dul al-
mana>fi’) di antara manusia. Karena, tiap orang memiliki 
barang atau keahlian yang berbeda-beda antar satu dengan 
yang lainnya. Tidak setiap orang memiliki rumah karena 
keterbatasan dana untuk membeli atau membangun sendiri 
misalnya. Maka dengan disyariatkannya ija>rah, seseorang bisa 
menempati rumah tanpa harus membeli atau membangunnya 
sendiri. Dengan semangat taba>dul al-mana>fi’, maka 
5 Ali Ahmad Al-Jurja>ny, Hikmat at-Tasyri>’ wa Falsafatuhu, Juz 2, 120 
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terhindarlah sebuah masyarakat dari permusuhan dan 
perselisihan.6 
 
5. Tinjauan filosofis terhadap hukum rahn (gadai) 
 Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 
Hikmah dibalik pensyariatan rahn adalah untuk 
menghilangkan kesukaran dari orang yang menggadaikan 
barangnya (ra>hin). Adapun bagi orang atau pihak yang 
memberikan pinjaman (murtahin) dengan adanya barang 
jaminan akan menimbulkan rasa aman dan tenang atas 
haknya dan dengan niat baiknya dia akan mendapatkan 
pahala dari Allah Swt.7 
 
Ringkasan 
 Dari paparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hikmah disyariatkannya khiya>r yaitu untuk memperkuat 
kerelaan kedua belah pihak dan menghindarkan si pembeli 
dari penipuan. 
2. Hikmah ‘a>riyah dan qard} yaitu untuk menghilangkan 
kesukaran dan menutupi kebutuhan orang yang meminjam 
atau berhutang. Disamping itu, ‘a>riyah dan qard} dapat 
menumbuhkan kecintaan dan memperkuat tali persaudaraan. 
3. hikmah disyariatkannya mud}a>rabah yaitu untuk 
menghilangkan kefaqiran dan kesulitan dari si miskin 
disamping dapat menumbuhkan rasa cinta di antara manusia. 
6 Abdurrahman RA Haqqi, The Philosophy of Islamic Law of Transaction, 183; Ali 
Ahmad Al-Jurja>ny, Hikmat at-Tasyri>’ wa Falsafatuhu, Juz 2, 125 
7 Ali Ahmad Al-Jurja>ny, Hikmat at-Tasyri>’ wa Falsafatuhu, Juz 2, 122-123 
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4. Hikmah disyariatkannya ija>rah sangatlah besar, di antaranya 
yaitu agar terjadi saling tukar manfaat (taba>dul al-mana>fi’) di 
antara manusia. 
5. Hikmah dibalik pensyariatan rahn adalah untuk 




1. Jelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum khiya>r! 
2. Jelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum pinjam meminjam 
(‘a>riyah dan qard})! 
3. Jelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum mud}a>rabah! 
4. Jelaskan tinjauan filosofis terhadap hukum ija>rah! 










































A. Proses Penilaian Perkuliahan 
Pengambilan nilai dalam mata kuliah Filsafat Hukum Bisnis 
Islam ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana 
dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan 
Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian: 
1. Ujian Tengah Semester (UTS)  
UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 
6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil 
dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal 
dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara 
keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). 
Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen 
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 
2. Tugas 
Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari 
keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil 
kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang 
bersifat futuristik dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa 
dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci 
diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa 
maksimal 100. 
3. Ujian Akhir Semester (UAS) 
UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 
6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil 
dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal 
dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara 
PENUTUP 



































keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). 
Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen 
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 
4. Performance 
Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa 
dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga 
pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat 
memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-
masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu 
kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas 
ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen 
dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). 
Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan 
memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa 
dengan skor maksimal 100. 
Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi 
catatan-catatan penilaian performance atau membuat format 
sendiri. Catatan penilaian performance tidak diperkenankan 
langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa. 
 
B. Nilai Matakuliah Akhir Semester  
Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian 
Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester 
(UAS) 40 %, dan Performance 10 %.  
Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang 
mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut. 
 
Angka Interval 
Skor (skala 100) 
Skor (skala 4) Huruf Keterangan 
91 – 100 4,00 A+ Lulus 



































86 – 90 3,75 A Lulus 
81 – 85 3,50 A- Lulus 
76 – 80 3,25 B+ Lulus 
71 – 75 3,00 B Lulus 
66 – 70 2,75 B- Lulus 
61 – 65 2,50 C+ Lulus 
56 – 60 2,25 C Lulus 
51 – 55 2,00 C- Tidak Lulus 
40 – 50 1,75 D Tidak Lulus 





a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus 
diulang dengan memprogram kembali pada semester 
berikutnya 
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan 
harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan 
hangus/gugur 
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester: 
NMK  =     (NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10) 
    100 
 
NMK = Nilai Matakuliah 
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester 
NT = Nilai Tugas 
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 
NP = Nilai Performance 
 



































d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, 
yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu 
kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak 
bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol 
(mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya 
nol), maka nilai akhir bisa diperoleh. 
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di 
belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst. 
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